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ABSTRAK

Muh.Fadhli Baharuddin. Perspektif Figih Jinayah Pengurangan Masa Tahanan
Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas 1A Kota Parepare) (di
bimbing oleh Rasna Lc.,M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas 1A Kota
Parepare berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis
kesesuaian kebijakan pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas
Kelas I1A Kota Parepare dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih jinayah.

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu
dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fikih
klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen
relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah syar’i-yuridis dengan analisis
terhadap konsep keadilan, maslahat, dan taubat dalam Figih Jinayah.

Hasil penelitian ini adalah 1). Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengurangan
masa tahanan terhadap narapidana narkotika dalam perspektif fikih jinayah dengan
studi kasus di Lapas Kelas 1A Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa pemberian
pengurangan masa tahanan kepada narapidana, khususnya dalam kasus narkotika, telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2)
Dalam pandangan fikih jinayah, pengurangan masa tahanan dapat dibenarkan secara
syar‘i apabila diberikan atas dasar pertobatan yang tulus, perubahan perilaku yang
nyata, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Konsep-konsep seperti
takfif al-‘ugiubah (keringanan hukuman), al-‘afwu (pengampunan), serta islah
(perbaikan diri) menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan dan keadilan dari
pengurangan masa tahanan menurut hukum Islam. Dengan demikian, pengurangan
masa tahananbukan hanya merupakan instrumen administratif dalam sistem hukum
positif, tetapi juga dapat dimaknai sebagai wujud penerapan nilai-nilai keadilan
substantif dalam kerangka syariat Islam, sejauh tetap memperhatikan perlindungan
terhadap masyarakat dari dampak kejahatan narkotika

(Kata Kunci: Fikih jinayah, Masa tahanan, Narapidana Narkotika, Keadilan)
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Tsa Ts te dan sa
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di
bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dzal Dz de dan zet
J Ra R Er
D) Zai Z Zet
o Sin S Es




o Syin Sy es dan ye
o= Shad $ es (dengan titik di
bawah)

o= Dhad d de (dengan titik
dibawah)

L Ta t te (dengan titik
dibawah)

L Za z zet (dengan titik
dibawah)

& ‘ain ; koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

y Fa F Ef

& Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

e Mim M Em

5 Nun N En

3 Wau w We

“ Ha H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

< Ya Y Ye

Hamzah (+) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Xi




Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(*).

1. Vokal

a.

Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
i Dhomma U U
b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:
Tanda Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah danYa Al adani
= Fathah dan Wau Au adanu
Contoh :
&K Kaifa
Jd3a : Haula
2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan

Huruf

Nama

Huruf

dan

Nama

xii



Tanda
=G Fathah dan A a dan garis di
Alif atau ya atas
2 Kasrah dan I i dan garis di
Ya atas
» Kasrah dan U u dan garis di
Wau atas
Contoh :
<l :mata
€D :rama
Js . qila
B : yamutu
3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah [t].
b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Bl iy : raudah al-jannah atau raudatul jannah
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A= al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah
A&STi : al-hikmah
4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

S} :Rabbana

WSS 1 Najjaina

il ral-haqq
sl - al-hajj

axd s nuima
e ‘aduwwun

Jika huruf < bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
)¢2(, maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

(202 :“Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Ge :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥(alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

().
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Contoh:
a5t

oW

6. Hamzah

- al-syamsu (bukan asy- syamsu)
: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
. al-falsafah

: al-biladu

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

T e s ;sa . B} =
0348 ta’murina

=

2 o
[

.

s al-nau

’

. syai’un

: Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin
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Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
8. Lafz al-Jalalah (4)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

A G Dinullah 4L billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

A Aa 5 8 aa Hum fi rahmatillah

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust
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Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 4bi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abit al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abii al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan:Zaid,

Nasr Hamid Abii).
A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swit. = subhkanahii wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al- sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

W. = Wafat tahun

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:
Ua = dsdia

2 =0
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5

&l

a

Al

280 Gy

o AT /AT

= ¢

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et al.

Cet.

Terj.

Vol.

No.

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau
lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan
kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin keamanan dari
kebutuhan-kebutuhan hidup. Adanya sanksi di dalam hukum Islam juga bertujuan
untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, sebagai media untuk
pengajaran dan mendidik.! Hukum Islam mengenal adanya pengampunan
hukuman, namun pengampunan disini bukanlah sebab yang- bersifat umum yang
dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang
membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Abdul Qadir Audah menjelaskan

bahwa pengampunan tidak berlaku bagi kejahatan hudud secara mutlak.

Konsep pengampunan didalam hukum Islam berlaku bagi kejahatan gishas.
Pengampunan dalam kejahatan gishas merupakan hak dari dari korban, wali, dan
ahli waris untuk mengampuni hukuman gishas. Dalam hal pemberian ampunan,
boleh saja korban memberikan secara cuma-cuma atau dengan meminta diyat.
Sedangkan dalam kejahatan ¢« zir hukuman bagi pelaku sepenuhnya menjadi hak
penguasa.?

Selama ini apabila kita melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia
yang mayoritas penduduknya beragam Islam ataupun juga di banyak negara Islam
lainnya seperti Mesir ataupun Syiria, hukum pidana Islam masih terus
dikembangkan wacana keilmuannya agar substansi dari hukum tersebut bisa sesuai
dengan perkembangan zaman sehingga bisa menjawab permasalahan-
permasalahan baru dalam perkembangan masalah hukum pidana yang semakin

beranekaragam.

Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. I, h. 106.
2Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-1slami Mugaranan bil Wad’i, (Beirut, Dar al-Kitab
al-Arabi,.tt,)2015, h. 81



Tentang pengurangan/potongan menjalani hukuman di Indonesia suatu
masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa tahanan tersebut juga
menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya Kkita
junjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum.
Supaya terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi
tujuan oleh setiap insan sebagai khalifah dimuka bumi.

Pemberian pengurangan masa tahanan dalam Negara Islam disebut prinsip
tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia dan juga terdapat prinsip
persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan
Islam.? Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan
yaitu menahan orang yang berbuat kejahatan agar ia tidak mengulangi perbuatan
kejahatannya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan kejahatan tersebut.*
Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku kejahatan agar
ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam
hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga
mereka dari hal- hal yang bersifat mudarat.

Dalam syariat Islam tidak terdapat istilah khusus mengenai remisi, namun
ada beberapa istilah yang dapat dikatakan memiliki arti yang tidak jauh berbeda
dengan istilah remisi, diantarnya adalah syafaat, al’afwu, al-rukhshah, al-takhfif.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman (remisi), Islam pun
mengenal dangan Kkata pengampunan atau pengurangan masa hukuman.
Pengurangan masa tahanandalam hukum pidana Islam disebutkan syafaat. Seperti
dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa ayat 16 :

3Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal (Penerbit Paramadina, 2021).
h. 18

“Hamsir Hamsir, ‘Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan
Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum’, Al-Risalah Jurnal IImu Syariah Dan Hukum, 2020,h 16.
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Terjemahannya:

(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan
keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan
memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.®

Status hukum narkoba dalam konteks figh memang tidak disebutkan
secara langsung, baik dalam Al Quran maupun sunnah, karena belum dikenal
pada masa Nabi Muhammad saw. Alquran hanya berebicara tentang
pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (al-tadrij fi al-tasyri).

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan
narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.
Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang
belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan
sunnah, maka para ulama mutjahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas
jali. Sedangkan menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan
ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang
memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa digiyaskan
dengan khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr
karena dapat menutupi akal.®

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa memakai, menjual,
membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenan dengan narkoba
adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding khamr.’

Masalah pengaturan hukum, bukan saja dilihat dari segi legitimasinya

serta bukan semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan

>Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya Puncak
Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h. 80

®M Nurul Irfan, *Figih Jinayah 1°. (Jakarta : penerbit amzah 2015). h. 176

’M Nurul Irfan, Figih Jinayah 1. Jakarta : penerbit amzah 2015). h. 176-177



hukum dimaksud merupakan suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam
masyarakat. Dengan demikian, maka masalah efisiensi suatu peraturan hukum
menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah
suatu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum,
karena masalah ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemidanaan sebagai salah satu proses penjatuhan pidana bagi si
terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu
dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si
terdakwa, sebab harus diakui bahwa sanksi itu tidak berakibat sama pada setiap
orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.?

Faktanya banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan
yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. konsep lembaga
permasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya
dengan penjara. Bahwa ada tudingan lembaga permasyarakatan adalah sekolah
kejahatan. Sebab orang justru lebih jahat setelah menjalani hukuman penjera di
Lembaga Permasyarakatan.

Ada yang berpendapat bahwa pengintegrasian kembali Narapidana
kedalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan self realisation process.
Yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama, pengalaman, nilai-
nilai, penghargaan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya
latarbelakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat darimana
ia berasal. Yang mana seharusnya tugas lembaga permasyarakatan adalah
melakukan pembinaan terhadap narapidana-narapidana ni. Sesuai dengan
Sistem Pemasyarakatan yang di cetuskan oleh Dr. Shardjo SH. “Tiap-tiap orang
adalah manusa dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun la telah

tersesat tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa la itu penjahat.

8Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. I, h. 111



Sebaliknya harus selalu merasa bahwa la dipandan dan di perlkukan sebagai
Manusia.

Kehidupan narapidana di Lembaga Permasyarakatan merupakan bentuk
dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah
dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani
kehidupan di Lembaga Permasyarakatan, diantaranya perubahan hidup,
hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, sehingga perolehan
label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga
Permasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup
bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1
dan 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.®

KUHP tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang
yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum
tetap. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7, narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan (penjara). Pembinaan narapidana ditunjukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang
berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan Negara seperti
yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.*®

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit
pelaksana teknis pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan
membinda narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi
dari petugas narapidana dan masyarakat. Pada realitanya tahanan perempuan
dan anak-anak bercampur dengan tahanan dan narapidana dewasa laki-laki,

demikian juga tahanan dan narapidana dengan tingkat kejahatan tertentu pun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan
Opasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.



terpaksa dicampur dengan kasus kriminal yang ringan dikarenakan persoalan
over kapasitas.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya tidak dijelaskan secara gamblang
dalam Islam. Alguran hanya menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian,
jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui
metode giyas.

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang undang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang undang tersebut narkotika
didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.
35 Tahun 2009.'* Pelanggaran terhadap undang-undang terkait narkotika
tersebut merupakan kejahatan luar biasa dan diancam dengan pidana yang
tinggi dan berat, yaitu penjara, denda dan tidak menutup kemunginan pelaku
tindak pidana narkotika divonis dengan hukuman mati yang merupakan
hukuman paling berat dari berbagai macam jenis pemidanaan di dalam sistem
pemidanaan di Indonesia sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan
masyarakat dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan bangsa.
Penyalahgunaan narkotika disebabkan berbagai hal, mulai dari coba-coba
karena rasa penasaran, pengaruh teman dan lingkungan. Ketika seseorang telah
menjadi pecandu narkotika tidak hanya menimbulkan efek bagi kesehatan,
namun dapat juga menimbulkan kejatahan lainnya. Ada beberapa pendapat
terkait dengan khamr karena memang tidak dijelaskan secara gamblang

didalam hukum pidana Islam. Imam Syafi’i berpendapat segala sesuatu yang

1Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Sinar Grafika, 2019). h. 424,



memabukkan adalah khamr. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari l1bnu

Umar, Nabi bersabda:
us: mﬂ\ .A.u\ s uUaﬂ\ }AJ L?.)Luh V& cra.ﬁ;uz.fq&a} cL;u.d\u::.faSALuh}
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Artinya:

Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Hatim telah
memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Yahya -dia adalah Al-
Qaththan,, telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah Nafi’ telah
mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Umar. la berkata dan aku tidak

mengetahuinya kecuali dari Nabi saw. Beliau bersabda: Setiap yang
memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.*?

Hukum Pidana Islam sebagai salah satu hukum yang berkembang di
masyarakat memberikan pengertian bahwa seseorang harus bertanggungjawab
terhadap sesuatu yang dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan atas
kemauan dirinya sendiri, secara sadar tidak ada paksaan untuk melakukannya
begitu pula yang dilakukan oleh para pengguna narkotika. Konsep hukum pidana
Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana
narkotika tidak jauh berbeda, namun dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji
lebih mendalam pertanggungjawaban pidana narkotika dalam perspektif hukum
pidana Islam.

Ratusan Narapidana (Napi) penyalagunaan narkotika atau narkoba
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas [IA mendapatkan remisi Lebaran
Idulfitri 1447 Hijriah. Staf Registrasi Lapas IIA Parepare, Abdi Lesmana
mengungkapkan, total narapidana narkoba yang mendapatkan remisi Bulan
Ramadan ini sebanyak 140 Napi. "Terdiri dari dua wanita dan selebihnya laki-
laki,"ungkap dia. Sementara itu, Kepala Sub Registrasi Lapas Parepare, Mursahid

mengungkapkan, pemberian remisi kepada Napi ini tertuang dalam UU Nomor 12

2lmam An-Nawawi, ‘Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim lbn Al-Hajjaj, Terj’, Suharlan Dan
Darwis, Syarah Shahih Muslim,(Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. 2, 2016), 2016.h. 55.
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Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. "Pemberian remisi diberikan kepada Napi
yang berlakukan baik dan sudah menjalani masa tahanan lebib dari enam
bulan,"ungkap dia. Mursahig menambahkan, syarat Napi dikategorikan
berkelakuan baik yakni tidak sedang menjalani hukum disiplin dalam kurung
waktu enam bulan terakhir sebelum diberikan remisi dan sudah mengikuti
pembinaan Lapas dengan predikat baik. Lapas Parepare sendiri dihuni sebanyak

400 lebih tahanan, sekitar 270 orang atau 60 persen merupakan kasus narkoba.™

Pada Tanggal 11 maret 2024 Kalapas Parepare didampingi Kepala Seksi
Bimnadik Muchamad Zaenal Fanani S.Sos.,M.M, Kepala Seksi Kegiatan Kerja
Abdullah, SH, M.Si, Ka KPLP Dedy S Rizal, Amd.IP, SH, Kasubsi Registrasi
Mursahid, SH, MH, Staf Subsi Registrasi Herdi, Surianto dan Trianita
menyerahkan langsung Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI kepada 8
orang warga binaan yang beragama Hindu. Adapun perolehan pengurangan masa
tahanan untuk warga binaan di Lapas I1A Parepare dengan rincian sebagai berikut
yang mendapatkan RK (Pengurangan masa tahananKhusus) | sebanyak 8 orang.
Sedangkan yang mendapatkan RK Il langsung bebas tidak ada. Total 8 orang yang
mendapatkan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Suci Nyepi Tahun 2024.
Data Perolehan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Suci Nyepi berdasarkan
besaran remisi. Rinciannya, besaran pengurangan masa tahananl bulan 15 hari
sebanyak 3 orang, pengurangan masa tahananl bulan sebanyak 5 orang dan
besaran pengurangan masa tahananl5 hari tidak ada. Data perolehan pengurangan
masa tahananberdasarkan jenis tindak pidana, dimana terlibat kasus narkotika
sebanyak 7 orang dan pembunuhan sebanyak 1 orang.**

Berdasarkan observasi dan analisa, pada saat ini terdapat banyak penguna

narkotik bahkan dari kalangan influencer dan masyarakat sehingga sangat mudah

Bhttps://makassar.tribunnews.com/2024/06/12/140-napi-narkoba-lapas-parepare-mendap

https://kilassulawesi.com/2024/03/narapidana-narkoba-dan-pembunuhan-terima-remisi-
khusus-nyepi-2024-di-lapas-parepare/
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memberi pengaruh pada orang lain. Dalam pengunan narokotika terdapat unsur
khamr yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
membahas lebih lanjut hal tersebut, yang dituangkan dalam penelitian dengan
judul “Perspektif Figih Jinayah Pengurangan Masa Tahanan Terhadap
Narapidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas Il A Kota Parepare)”
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan permasalahan dengan berdasar pada latar belakang diatas

yaitu bagaimana prespektif Figih Jinayah terhadap pemberian pengurangan masa

tahanankepada narapindan narkotika dengan sub-rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan pemberian pengurangan masa tahanan terhadap

narapidana narkotika di Lapas Kelas 1A Kota Parepare?

2. Bagaimana pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika di Lapas
Kelas IIA Kota Parepare sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih
jinayah?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini antara lain :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengurangan masa tahanan

bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare berdasarkan
hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pengurangan masa tahanan bagi
narapidana narkotika di Lapas Kelas I1A Kota Parepare dengan prinsip-prinsip
keadilan dalam fikih jinayah.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan di antaranya :
1. Kegunaan Akademis
Pemahaman Mendalam tentang Hukum Islam (Figih Jinayah):

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kita
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tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur sistem hukum jinayah,

khususnya terkait pengurangan masa tahanan(remisi) bagi narapidana

narkotika. Hal ini penting untuk mengembangkan pengetahuan akademis

tentang aplikasi hukum Islam dalam konteks kriminalitas modern.

2.

Kegunaan Praktis

Dengan memahami pandangan Fiqgih Jinayah terhadap remisi,
praktisi hukum dan pejabat Lapas dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam penerapan kebijakan remisi. Hal ini termasuk dalam
pengelolaan narapidana narkotika untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang

lebih baik.

E. Definisi Istilah

Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas

judul penelitian ini sangat diperlukan, maka penulis perlu menjelaskan

beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

1. Figih Jinayah

Figih Jinayah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu

"Figih" dan "Jina'yah." Secara etimologis, "Fiqih" berasal dari kata "fagiha
yang berarti memiliki pemahaman yang mendalam dan mendalam, bukan
sekadar mengerti atau pahamsaja. Secara istilah, Figih didefinisikan oleh
Abdul Wahab Khallaf sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang
bersifat praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.®

Jinayah dalam bahasa (etimologi) adalah bentuk wverbal noun
(masdar) dari kata "jana yajni jina'yatan™ yang berarti berbuat dosa atau
melakukan perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan hukuman baik di
dunia maupun di akhirat. Secara terminologi, jinayah memiliki beberapa

®1slamul Hag, Figh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,

2020). h 22
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pengertian, salah satunya menurut Ibnu Qudamah, yaitu "semua perbuatan
permusuhan atau serangan terhadap jiwa atau harta”. Menurut Imam
Abdul Qadir Al Audah, jina'yah adalah istilah untuk perbuatanyang dilarang
oleh syariah, baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya.Bila
kata "Figih™ dan "Jina'yah" digabungkan, maka Figih Jina'yah merupakan
ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang
(jari'mah) dan hukumannya, yang didasarkan pada dalil-dalil yang
terperinci.®

Jinayah adalah bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa,
jinayah bermaknakan penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan
menurut istilah, jinayah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya
diwajibkan gishash atau diyat. Jinayah juga bermaknakan sanksi-sanksi yang
dijatuhkan atas penganiyaan atas badan. Dengan demikian tindak penganiyaan
itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiyaan badan disebut dengan
jinayah.'’

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai
berikut:

a. Jinayah terhadap jiwa yaitu pelanggaran terhadap sesorang dengan
menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

b. Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang
dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu
badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

Para pugaha menyataan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan
kejahatan. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh

syara“, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainya.*®

'81slamul Hag, Figh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h 23

¥ Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.PT.
RajaGrafindo Persada,2015, h. 12

8Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.PT.
RajaGrafindo Persada,2015, h. 13
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Dalam kepustakaan Islam, hukum pidana Islam sering dijumpai istilah
“Jinayah” atau “Kejahatan”. Kata jinayat sering kita temukan hampir pada
semua kitab-kitab figih, sedangkan ulama muslim di abad XX ini lebih suka
memilih istilah kejahatan meskipun masih dapat dicarikan perbedaan antar
keduanya istilah itu.

2. Pengurangan Masa Tahanan

Pengurangan masa tahanan merupakan salah satu faktor pengurangan
hukuman (Remisi), baik diberikan oleh korban,wali korban, atau penguasa
negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau
dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan.
Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau kejahatan gishas,
diyat, dan za zir. Hukuman lain bagi kejahatan qgishas diyat seperti kifarat tidak
bisa dimaafkan. Dalam kajian hukum pidana Islam istilah pengurangan masa
tahanantidak ditemukan secara jelas, namun ada istilah hukum pidana Islam
istilah pengurangan masa tahanan tidak ditemukan secara jelas, namun ada
istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman
baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.*

Selanjutnya, para mujtahid hanya berbeda pendapat dalam hal
pemberian pengampunan yakni:

Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, pengampunan merupakan
salah satu faktor pengurangan hukuman baik diberikan oleh korban atau
walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku
pada kejahatan qishas-diyat dan ta zir, tetapi tidak berlaku bagi kejahatan
hudud.?°

H Fadhlurrahman, ‘Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam’, lImiyyat,
1.1 (2020), h.35.
20A Hanafi, ‘Asas-Asas Hukum Pidana Islam’, (No Title).Bulan bintang Cet.3 2020, h 15
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Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal
menganggap pengurangan gishash dengan ganti diyat sebagai pengampunan
bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan
disengaja adalah antara gishash atau diyat. Adapun hak memilih hanya menjadi
milik korban atau walinya, tanpe memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena
pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu
korbal/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku
tindak pidana).*

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman
(remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara.
Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau
dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan.
Pengaruh pengampunannya hanya berlaku pada huukuman atau kejahatan
gishas, diyat, dan ta zir. Hukuman lain bagi kejahatan gishas diyat seperti
kirafat tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh
hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta zir.

Adanya pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana
ketika menjalani masa tahanan menjadikan putusan hakim yang bersifat tetap
menjadi berkurang, khususnya pada tindak pidana luar biasa termasuk
didalamnya tindak pidana Narkotika yang seharusnya mendapatkan hukuman
yang maksimal bahkan masih mendapatkan keringanan. Selanjutnya, jika
dilihat dari tujuan penghukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku
tindak pidana. Adanya pengurangan hukuman (remisi) yang diberikan kepada
narapidana dapat mengurangi rasa jera pelaku tindak pidana Narkotika,
sehingga tiidak mustahil terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis terkati

kasus narkotika.

h. 170.

ZAbdul Qadir Audah, Al-Tasyri© Al-Jina’i Al-Islamiy Mugaranan bil Qanun Al-Wad ‘iy,2021
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Sistem pemasyarakatan merupakan pemahaman pelaksanaan pidana
penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan
perlakuan terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Bagi
narapidana yang selama berada di Lapas berkelakuan baik tentu sudah
sewajarnya mendapat pengurangan masa tahanan apalagi jika dihubungkan
dengan adanya kritik tajam terhadap pidana penjara.

Pemberian pengurangan masa tahanan justru sebagai sarana untuk
mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat
pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang
mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga
akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian pengurangan masa
tahanandiharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik
dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis
pemberian pengurangan masa tahananmembantu menekan tingkat frustasi
sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden
Rl Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan
pengurangan masa tahanan adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan
kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama
menjalani pidana.?

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam
pemberian pengurangan masa tahanan disyaratkan adanya kriteria berkelakuan
baik. Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa
tahanan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan pengurangan masa

tahanan dan tidak perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh

22Pasal | butir | Keputusan Menteri Hukum dm Pcrundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01
Tahun 1999 tcntang Pclaksanaan Kcputusan Prcsiden Namor 174Tahun 1999 tentang Remisi.
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narapidana. Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah menaati peraturan
yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku
register selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.?
Jenis-jenis pengurangan masa tahanan pada dasarnya terdiri dari
Pengurangan masa tahanan Umum, Pengurangan masa tahanan Khusus, dan
Pengurangan masa tahanan Tambahan. Pengurangan masa tahanan Umum
adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan pada Hari Peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
Pengurangan masa tahanan khusus adalah pengurangan masa tahanan yang
diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak
pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai
lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah
hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
Pengurangan masa tahanan tambahan adalah pengurangan masa
tahanan yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan
selama menjalani pidana berbuat jasa terhadap negara; melakukan perbuatan
yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Penjabaran mengenai pengurangan
masa tahanan tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999,
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Pengurangan masa
tahanan tambahan bagi narapidana dan anak Pidana. Dari ketiga peraturan
tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai
berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat

bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut

Zpenjelasan Pasal 34 ayat ( |) Pcraturan Pcmcrintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dm
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
24pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
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menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada
keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara
maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan
dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini
menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang
pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk
menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya

Selain jenis-jenis pengurangan masa tahanan tersebut di atas, dikenal
pula adanya pengurangan masa tahanan dasawarsa yaitu pengurangan masa
tahanan yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai
pengurangan masa tahanan umum susulan yaitu pengurangan masa tahanan
umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya
pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani
masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in Khacht). Disamping itu,
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01
Tahun 2001 diatur pula mengenai pengurangan masa tahanan khusus tertunda
dan pengurangan masa tahanankhusus bersyarat. Pengurangan masa tahanan
khusus tertunda adalah pengurangan masa tahanan khusus yang diberikan
kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan
setelah yang bersangkutan berstatus menjadi narapidana, sedangkan
pengurangan masa tahanankhusus bersyarat adalah pengurangan masa tahanan
khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana
yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya

belum cukup 6 (enam) bulan.
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3. Narapidana Narkotika

Seseorang disebut sebagai narapidana apabila seseorang tersebut
melakukan tindak pidana yang melanggar hukum kemudian tinggal di Lembaga
Pemasyarakatan. Berikut dijelaskan mengenai arti dari narapidana.Pengertian
narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara = orang dan Pidana =
hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba,
korupsi dan sebagainya. Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar
bahasa Indonesia diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani
hukuman) karena melakukan tindak pidana. Adapun pengertian lain mengenai
narapidana, ‘“Narapidana dalam pengertian umum adalah seseorang/
segolongan orang pada suatu waktu / waktu tertentu sedang menjalani pidana
karena dicabut kemerdekaan bergeraknya berdasarkan putusan hukum. Tujuan
hukuman hilang kemerdekaan ini ialah untuk melindungi masyarakat terhadap
kejahatan dengan jalan mengadakan penutupan paksa dan pengasingan dari
masyarakat ke dalam lembaga pemasyarkatan.?

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang
berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika
memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran,
kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu
pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa
inggris narcotic lebih mengarah keobat yang membuat pengguna nya
kecanduan.?

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

25Sarbun Norau and Bustamin Sanaba, ‘Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Permasyarakatan Klas II B Sanana’, Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 2022, 45-61.

%6Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa
tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), h.1.
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selektif pada susunan sarafpusat yang menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku.?”

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan
aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan
perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan
cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan
ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para
pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa
pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak
yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga
menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis
sipemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya
pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka
pemerintahpun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang
psiktropika tersebut.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, tujuan pengaturan dibidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin
ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta
memberantas peredaran gelap narkotika.?

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai
dengan Pasal 148 Undang-undang Narkotika yang merupakan ketentuan
khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang

Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan

¥Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1.
28pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam
Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika
hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada
perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan
mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara
tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.?

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal
hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.
Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau
lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk
memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan
ganja.*

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam, yaitu
perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak
pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam
arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar
menukar Narkotika.

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika tindak pidana
dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,
dan mentrasito Narkotika.

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu

2%Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 15.
39Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2015), h. 34
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Narkotika, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat
merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang
bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui
bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan
Narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal
45 Undang-undang Narkotika). Kemudian untuk dapat dipublikasikan,
syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media
cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak
pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan
untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti
tersebut harus diajukan dalam persidangan.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur tindak
pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa,
tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersamasama dengan anak
dibawah umur (belum genap 18 tahun). Oleh karena itu, perbuatan
memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika

merupakan tindak pidana.!

F. Tinjauan Penelitian Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Marsadinun (2021) dengan judul skripsi
"Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Menurut Hukum Pidana Islam”Hasil penelitian ini, pengurangan masa
tahanandiberikan kepada narapidana Narkotika dengan syarat harus
berkelakuan baik selama menjalani masa tahananatau dalam hukum pidana

Islam, narapidana Narkotika telah menyesal dan bertaubat. Pengurangan masa

31Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 46
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tahananini Bila ditinjau di Bapas Kelas 1A Banda Aceh fungsinya untuk
memenuhi hak-hak narapidana yang telah memenuhi syarat, akan tetapi bila
narapidana yang mendapat pengurangan masa tahanan melanggar aturan Bapas
maka Pembebasan bersyarat (PB) khusus narkotika dapat dicabut, dan dalam
hukum pidana Islam bisa dikatakan juga pengurangan masa tahanan
mengandung mashlahah murshalah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh

akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Persamaan dari judul penelitian diatas memiliki kesamaan dalam
membahas pengurangan masa tahanan (remisi) bagi pelaku tindak pidana
narkotika sehingga relevan dalam konteks masalah sosial dan hukum yang
sama, sedangkan perbedaan dari judul peneliti ini meninjau dari prespektif
hukum pidana Islam secara umum, mungkin lebih luas dan meliputi prinsip-
prinsip umum dan hukum Islam dan lebih spesifik pada Figih Jinayah, yang
merupakan cabang dari hukum Islam yang lebih terfokus pada aspek pidana,
sehingga dapat mencakup lebih dalam tentang ketentuan hukum dan prosedur
terkait.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arum Teza Kinanti (2023)
denganjudul skripsi “Analisis Pemberian Pengurangan masa tahanan Kepada
Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan” hasil
penelitian ini, pengurangan masa tahananyang semula memiliki syarat khusus
bagi narapidana narkotika yaitu menjadi justice collaborator untuk tindak
pidana yang dilakukannya dianggap mendiskriminasi dan dianggap tidak
memenuhi rasa keadilan bagi narapidana narkoba. Sehingga diajukan judicial
review terhadap Pasal 34A PP No0.99 Tahun 2012 yang kemudian
menghapuskan syarat tambahan bersedia menjadi justice collaborator bagi
narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi. Kemudian disahkan lah
Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dalam

muatan Pasal 10 terdapat syarat pemberian pengurangan masa tahanandengan
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ketentuan baru yaitu Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu
tanpa terkecuali juga berhak atas pengurangan masa tahananyang
persyaratannya yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan;
dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Persamaan kedua judul mengkaji mekanisme pemberian remisi, meskipun
dari prespektif yang berbeda, sehingga relevan dalam konteks yang sama dalam
bidang hukum. Kemudian perbedaan dari judul diatas lebih mengutamakan
menggunan prespektif Undang-Undang Permasyarakatan, yang berarti lebih
menekankan pada peraturan dan kebijakan dalam sistem permasyarakatan di
indonesia serta bagaimana pengurangan masa tahanandiatur dalam konteks
hukum positif.

3. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Usliya Ulfa (2023) dengan
judul skripsi “Pemberian Pengurangan masa tahananTerhadap Narapidana
Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Kelas Il A
Banda Aceh” hasil penilitian ini, pandangan pemberian pengurangan masa
tahananterhadap kasus tindak pidana narkotika dianggap efektif bagi pihak
lapas dan narapidana yang berada di dalam lapas dikarenakan bagi pihak lapas
tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas
sehingga narapidana merasa tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan
pemberian pengurangan masa tahananbagi narapidana sangat menguntungkan
tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan
pengurangan masa tahanandengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan
juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di
lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari lapas.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas memiliki persamaan
dalam tema pengurangan masa tahanannbagi narapidana narkotika, sehingga
relevan dalam konteks yang sama sedangkan perbedaan meliputi dari

pendekatan hukum yang dimana penelitian diatas menggunakan pendekatan
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teoritis dengan fokus pada praktik pemberian pengurangan masa tahanandi

lembaga permasyarakatan dalam konteks lokal dan kebijakan pemasyarakatan.
G. Landasan Teori
1. Teori Adli
Adli (J+)') adalah konsep keadilan dalam bahasa Arab. Dalam konteks
hukum Islam, Adli berarti penerapan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai
dengan hukum syariah. Keadilan ini meliputi perlakuan yang adil terhadap
semua pihak dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya berdasarkan
hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etika.>?
a. Prinsip-prinsip Dasar Teori Adli
Hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Ini
berarti bahwa tingkat hukuman harus mencerminkan tingkat keparahan
pelanggaran. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, (QS. al-Ma'idah: 8).
Vi e 58 s i y33 5 Ttally 1o b (a3 15558 155l il 3
® sters g Sad a0 & 155 5 G g Tile) Tilss
Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran)
karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu
kerjakan.Prinsip Kepastian Hukum?3

b. Prinsip Kepastian Hukum
Semua individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan
hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan dan prosedur

diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

$2Husain, Muhammad. "The Concept of Justice in Islamic Criminal Law." Journal of Islamic
Law and Culture 24, no. 1 (2019): h.30.

$3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.108
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c. Prinsip Rehabilitasi dan Reintegration

Selain  memberikan hukuman, sistem hukum pidana Islam juga
mempertimbangkan rehabilitasi pelaku kejahatan dan reintegrasi mereka ke
dalam masyarakat.

d. Prinsip Hak Asasi Manusia

Sistem hukum pidana harus melindungi hak asasi manusia, termasuk
hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa
atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.

e. Relevansi Teori Adli dalam Figih Jinayah

Penerapan Prinsip Syariah: Teori Adli membantu memastikan bahwa
penerapan hukum pidana Islam tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga
mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang lebih luas, termasuk
kesejahteraan sosial dan moralitas.

Keseimbangan antara Hukuman dan Rehabilitasi: Dengan
mempertimbangkan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi, teori Adli
memberikan pendekatan yang lebih holistik terhadap penegakan hukum,
mengarah pada solusi yang tidak hanya menghukum tetapi juga
memperbaiki dan memulihkan pelaku kejahatan.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak: Teori ini menjamin bahwa
hak asasi manusia dilindungi dan memastikan kepastian hukum, yang
esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.*

2. Teori Al-Afwu
a. Pengertian Al-Afwu

Al-Afwu secara etimologis berarti "menghapus™ atau "menghilangkan."

Dalam Figih Jinayah, al-Afwu merujuk pada pengampunan atau

34Said, Abdul. "Adli: A Foundation for Justice in Islamic Law." Journal of Islamic and Human
Advanced Research 8, no. 3 (2019): h.45-60.
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penghapusan hukuman bagi pelaku kejahatan, baik oleh individu yang
dirugikan maupun oleh otoritas hukum.3>
b. Adapun Dasar Hukum Al-Afwu sebagai berikut :

1) Al-Qur'an: Banyak ayat yang mendorong pengampunan, seperti dalam
Surah Al-Imran (3:134), yang mengajak umat untuk bersikap pemaaf
dan berbuat baik kepada orang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa
pengampunan merupakan nilai fundamental dalam etika Islam.

2) Hadis: Nabi Muhammad saw sering memberikan contoh sikap
memaafkan, baik dalam interaksi dengan pengikutnya maupun dalam
konteks konflik. Misalnya, dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Orang
yang paling dicintai Allah adalah yang paling mudah memaafkan."

c. Prinsip-prinsip Penerapan Al-Afwu

1) Pertimbangan Kasus: Penerapan Al-Afwu harus mempertimbangkan
konteks kasus, termasuk niat pelaku dan dampak kejahatan. Ini
menunjukkan bahwa pengampunan tidak bersifat mutlak dan harus
dianalisis dengan cermat.

2) Persetujuan Korban: Dalam banyak kasus, kehendak korban sangat
penting. Jika korban memilih untuk memaafkan, ini menjadi landasan
kuat untuk menerapkan Al-Afwu.3®

d. Tujuan Al-afwu

1) Rehabilitasi: Al-Afwu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
pelaku untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam
masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam

hukum.

$As-Sayyid, Muhammad. Figih Jinayah: Teori dan Praktik dalam Hukum Islam (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2022),h. 78.

%3a'id, Ahmad. Keadilan dan Pengampunan dalam Hukum Islam (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2020),h. 112.
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2) Perdamaian Sosial: Pengampunan berfungsi untuk meredakan
ketegangan dan konflik dalam masyarakat, mendorong dialog dan
rekonsiliasi.

e. Prinsip-Prinsip Al-Afwu

1) Keadilan dan Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara hukuman
dan pemaafan, serta mempertimbangkan situasi pelanggar.

2) Belas Kasih: Menekankan pentingnya sifat belas kasih dalam setiap
keputusan hukum.

f. Tantangan dalam Penerapan Al-Afwu

1) Perdebatan Etis: Penerapan Al-Afwu dapat menimbulkan perdebatan
mengenai keadilan, terutama dalam kasus kejahatan berat. Terdapat
argumen bahwa pengampunan dapat merugikan korban dan
masyarakat.

2) Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara pengampunan dan
penegakan hukum adalah tantangan yang harus dihadapi oleh hakim
dan pembuat kebijakan.

Al-afwu dalam Figih Jinayah berfungsi sebagai mekanisme untuk
mencapai keadilan dan menciptakan masyarakat yang harmonis.

Penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor,

termasuk aspek sosial, moral, dan hukum.?’
H. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada
pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini
menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.3®

37 Al-Husaini, Abdul. Pengampunan dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana,
2023),h. 92.

%Tim Penyusun, Penulisan Karya Iimiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN
Parepare Nusantara Press, 2023) h. 48



Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (Library

research), yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah menggunakan data

pustaka berupa buku-buku sebagai bahan sumber datanya.

Penelitian ini biasa dilakukan di perpustakaan dengan membaca, dan

menganalisis berbagai literatur yang ada, yaitu berupa al-Qur’an, Hadits,

Kitab dan peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk

mendapatkan data yang dibutuhman dalam penelitian ini.

2.

Pendekatan Penelitian
Dalam menemukan jawaban ini, maka peneliti menggunakan
pendekatan sebagai berikut:
a.  Pendekatan Syar’i
Pendekatan Syar’i adalah pendekatan hukum (syari’i), yakni
menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan perspektif
Figih Jinayah terhadap pengurangan masa tahanan(remisi) terhadap
narapidana narkotika dalam analisis perbandingan hukum Islam dan
undang-undang remisi.
b. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis adalah (hukum perundangan) yaitu suatu
pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai
bahan kajian, bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori
hukum yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan kajian untuk
diuraikan.
Sumber Data
Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya
kepenelitian pustaka (Library researchi), maka sudah dapat dipastikan

bahwa data-data yangdibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data
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yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelurusan terhadap buku-
buku literatur, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat
sekunder.

a. Sumber Primer

4.  Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara
langsung dari sumbernya.® Data yang digunakan penulis adalah bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum yang
digunakan yaitu Al-Qur’an dan Hadist serta aturan hukum pidana Islam

terkait pengurangan masa pidana.
b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpulan data, misalnya melalui orang lain ataupun sebuah
dokumen.

5.  Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulam data ini yang digunkan yaitu metode
dokumentasi dengan cara:

a.  Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip pendapat atau sebuah
tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa
merubah.

b.  Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain
dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Sesuai dengan jenisnya penelitian ini yaitu penelitian pustaka

39 Bagia Waluya, Sosiologi, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2017) h. 79



(Library Research), data primer dan data skunder dianalisis secara
kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif, yakni menganalisis data yang menganalisis data
yang bersifat umum, untuk kemudian di angkat menjadi
kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data,
kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statement.
Sehingga dalam hal ini  dilihat dari undang-undang
pemberian pengurangan masa tahananyang kemudian

ditentukan analisis perbandingan hukumnya.*°

4OSuharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
RajawaliPers, 2022).h.20.

29



BAB Il
PENERAPAN PENGURANGAN MASA TAHANAN TERHADAP
NARAPIDANA NARKOIKA DI LAPAS KELAS IIA KOTA PAREPARE

A. Landasan Hukum Pengurangan Masa Tahanan
Pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas 1A Parepare tidak

dapat dilakukan secara sembarangan. Semua tindakan yang berkaitan dengan

pengurangan masa tahananmengacu pada berbagai peraturan hukum yang telah

diatur oleh negara, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan.*!

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*?

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999.4

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Remisi.**

5. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan dan Pedoman Pelaksanaan Remisi.

B. Pelaksanaan Pengurangan Masa Tahanan
Di Lapas Kelas IIA Parepare dilakukan dengan sangat hati-hati dan

sistematis. Terdapat sejumlah prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana,
termasuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika.

Pelaksanaan Pengurangan masa tahanan bagi Narapidana Narkotika di
Lapas Parepare Proses pemberian pengurangan masa tahanan ini mencakup

beberapa langkah, di antaranya:

4lUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

42peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

43peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas PP Nomor 32 Tahun 1999

4Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Pelaksanaan Remisi, 2022.
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1. Syarat Umum:

Syarat umum pemberian pengurangan masa tahanan mencakup beberapa

hal sebagai berikut:

a)

b)

Berkelakuan baik: Narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik,
yang dibuktikan dengan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di dalam
lapas dalam jangka waktu tertentu.
Telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 bulan: Pengurangan masa
tahanan hanya dapat diberikan setelah narapidana menjalani hukuman
lebih dari enam bulan, sebagai tanda bahwa mereka sudah cukup menjalani
masa tahanan.

Syarat ini memastikan bahwa pemberian pengurangan masa
tahanan hanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan
positif dan sudah cukup menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang

ada.

2. Syarat Khusus untuk Narapidana Narkotika:

Syarat khusus bagi narapidana narkotika berdasarkan PP 99/2012 mencakup

beberapa hal penting, di antaranya:

a)

b)

Menjadi "justice collaborator: Narapidana harus bersedia membantu
aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pihak berwenang.

Menunjukkan penyesalan: Narapidana harus dapat menunjukkan rasa
penyesalan yang tulus atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta
berkomitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan.

Surat rekomendasi: Mereka juga membutuhkan surat rekomendasi dari
Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang menunjukkan bahwa

mereka telah memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.
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Semua syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa narapidana yang
terlibat dalam kasus narkotika berat tidak hanya mendapat hukuman, tetapi juga
memberi kontribusi positif dalam pemberantasan narkoba dan memperbaiki
diri.

3. Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana
narkotika di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dilakukan melalui serangkaian
prosedur yang melibatkan berbagai tahap evaluasi dan verifikasi. Prosedur ini
bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian pengurangan masa tahanan
dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Berikut adalah tahap-tahap prosedur yang diikuti:

a) Inventarisasi Data Narapidana

Proses awal dalam pemberian pengurangan masa tahanan adalah
inventarisasi data narapidana yang terdaftar di Lapas Kelas 1A Kota Parepare.
Pada tahap ini, petugas Lapas akan mengumpulkan dan memverifikasi data
pribadi narapidana yang meliputi:

1) Identitas narapidana

2) Jenis tindak pidana yang dilakukan

3) Lama hukuman yang dijatuhkan

4) Riwayat perilaku selama menjalani pidana
5) Kondisi kesehatan narapidana

Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data narapidana
tercatat dengan benar dan up-to-date, serta untuk memudahkan proses seleksi
narapidana yang berhak menerima remisi.

b) Evaluasi Perilaku

Setelah data narapidana terkumpul, langkah berikutnya adalah evaluasi

perilaku narapidana. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan catatan dan laporan

dari petugas pemasyarakatan yang mencatat setiap aktivitas dan perilaku
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narapidana selama menjalani masa tahanan. Beberapa aspek yang dievaluasi
meliputi:
1) Ketaatan pada aturan dan tata tertib yang berlaku di Lapas
2) Keikutsertaan dalam program rehabilitasi atau pelatihan yang
diselenggarakan oleh Lapas
3) Komitmen narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang
telah dilakukannya
4) Kontribusi narapidana dalam kegiatan positif, seperti membantu
pengungkapan jaringan narkotika, jika berlaku

Evaluasi ini sangat penting, karena perilaku baik merupakan syarat
utama bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, selain memenuhi syarat
administratif lainnya.

c) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Setelah evaluasi perilaku selesai, tahap selanjutnya adalah sidang Tim
Pengamat Pemasyarakatan (TPP). TPP terdiri dari berbagai pihak yang terlibat
dalam sistem pemasyarakatan, seperti petugas Lapas, penyidik, jaksa, serta
pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi dalam menilai kelayakan
pemberian remisi. Tugas TPP adalah:

1) Membahas hasil evaluasi perilaku narapidana

2) Memeriksa apakah narapidana memenuhi syarat administratif dan
substantif untuk mendapatkan remisi

3) Menyusun rekomendasi apakah narapidana berhak mendapatkan
pengurangan masa tahananatau tidak.

Pada sidang TPP ini, semua pihak berhak memberikan masukan dan
rekomendasi berdasarkan penilaian objektif terhadap perilaku narapidana dan
kontribusinya dalam kegiatan rehabilitasi maupun pemberantasan narkotika.

d) Pengajuan Usulan ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan
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Setelah TPP memberikan rekomendasi, tahap berikutnya adalah
pengajuan usulan pemberian pengurangan masa tahanan kepada Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Petugas
Lapas akan mengajukan usulan pengurangan masa tahanan dengan
melampirkan dokumen dan data yang diperlukan, seperti:

1) Evaluasi perilaku narapidana

2) Rekomendasi dari TPP

3) Bukti-bukti lain yang mendukung, seperti surat keterangan dari aparat
penegak hukum jika narapidana terlibat dalam pengungkapan jaringan
narkotika atau kegiatan pemberantasan narkotika lainnya

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan kemudian akan memeriksa
dan menilai kelayakan usulan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku, termasuk PP No. 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat tambahan bagi
narapidana narkotika.

e) Verifikasi dan Penetapan

Setelah usulan diterima oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan,
tahap berikutnya adalah verifikasi dan penetapan. Pada tahap ini, Kanwil
Kemenkumham Sulawesi Selatan akan melakukan pengecekan terhadap
dokumen yang diserahkan, serta memastikan bahwa narapidana yang diusulkan
untuk menerima pengurangan masa tahanan benar-benar memenuhi semua
persyaratan yang ditetapkan dalam hukum, baik itu persyaratan administratif
maupun substantif.

1) Verifikasi administratif: Memastikan bahwa semua dokumen yang
diperlukan sudah lengkap dan sah.

2) Verifikasi substantif: Menilai apakah narapidana telah berperilaku baik
dan menunjukkan upaya untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Jika narapidana memenuhi semua kriteria, maka Kanwil

Kemenkumham akan menetapkan pemberian pengurangan masa tahanan
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tersebut dan mengeluarkan keputusan resmi mengenai jumlah pengurangan
masa tahanan yang diberikan.
f) Penyerahan Remisi
Setelah penetapan, tahap terakhir adalah penyerahan pengurangan masa
tahanan kepada narapidana. Penyerahan pengurangan masa tahanan dilakukan
secara resmi melalui suatu acara yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar
nasional atau peringatan tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,
atau Hari Natal. Pada acara tersebut, narapidana yang menerima pengurangan masa
tahanan akan diberikan pengurangan masa hukuman sesuai dengan keputusan yang
telah ditetapkan oleh Kanwil Kemenkumham. Pemberian pengurangan masa
tahanan ini diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk terus memperbaiki diri

dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana.*

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penguranagan Masa Tahanan Bagi
Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas I1A Kota Parepare
Meskipun prosedur pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana

narkotika di Lapas Kelas I1A Kota Parepare telah diatur dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan.
Beberapa faktor dapat menjadi penghalang dalam proses pemberian remisi,
terutama bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Berikut ini
adalah beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengurangan masa
tahanan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare:
1. Kesulitan Mendapatkan Justice Collaborator

Salah satu persyaratan penting yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
(PP) No. 99 Tahun 2012 bagi narapidana narkotika adalah menjadi "justice
collaborator" atau memberikan kontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika.
Narapidana yang memenuhi syarat ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan

remisi, namun kenyataannya tidak semua narapidana bersedia atau mampu untuk

4N Cahya, A Dewi, and | Widyantara, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana
(Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika’, 1 (2020),h.42.
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berperan sebagai justice collaborator. Beberapa faktor yang menyulitkan proses ini

antara lain:

a)

b)

Ketakutan atau ancaman terhadap keselamatan: Narapidana yang terlibat
dalam jaringan narkotika mungkin merasa terancam keselamatannya apabila
memberikan informasi mengenai jaringan narkotika yang lebih besar.
Mereka khawatir akan dibalas dendam oleh sindikat narkotika.

Kurangnya kerjasama dari aparat penegak hukum: Proses untuk menerima
pengakuan sebagai justice collaborator sering kali membutuhkan koordinasi
yang baik antara narapidana, pengacara, dan aparat penegak hukum. Jika
tidak ada jaminan perlindungan yang cukup atau prosedur yang jelas,
narapidana mungkin enggan untuk memberikan informasi yang diperlukan.
Keterbatasan kapasitas dan keterampilan aparat pemasyarakatan dalam
memfasilitasi peran justice collaborator: Petugas pemasyarakatan harus
memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang aman dan
terpercaya dengan narapidana yang ingin berperan sebagai justice
collaborator, yang tidak selalu mudah dilakukan dalam lingkungan yang
penuh tekanan.

Kesulitan dalam memenuhi syarat sebagai justice collaborator menghambat

banyak narapidana narkotika untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan

sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga memperpanjang masa tahanan

mereka.

Overcrowding (Kelebihan Kapasitas)

Kelebihan kapasitas atau overcrowding di Lapas adalah masalah yang serius

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan remisi. Ketika kapasitas Lapas

melebihi jumlah narapidana yang seharusnya, proses rehabilitasi, pengawasan,

dan evaluasi perilaku narapidana menjadi jauh lebih sulit. Hambatan-hambatan

yang muncul akibat overcrowding antara lain:



a)

b)
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Keterbatasan ruang untuk rehabilitasi: Dengan jumlah narapidana yang
sangat banyak, ruang yang tersedia untuk program rehabilitasi atau pelatihan
yang dapat membantu narapidana menunjukkan perubahan perilaku menjadi
terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan Lapas untuk menilai dengan
akurat apakah seorang narapidana memang berkelakuan baik.

Beban kerja petugas pemasyarakatan yang berlebihan: Petugas yang terbatas
harus menangani jumlah narapidana yang sangat banyak, sehingga kurang
waktu dan sumber daya untuk memberikan perhatian lebih kepada setiap
individu. Evaluasi perilaku yang akurat dan objektif menjadi lebih sulit, yang
mempengaruhi kualitas penilaian dalam pemberian remisi.
Ketidaknyamanan dan stres bagi narapidana: Dalam kondisi overcrowding,
narapidana sering kali merasa tidak nyaman dan tertekan, yang dapat
memengaruhi perilaku mereka. Ketegangan ini dapat membuat narapidana
kesulitan untuk berperilaku baik, yang merupakan salah satu syarat utama
untuk mendapatkan remisi

Overcrowding juga dapat mempengaruhi keputusan pemberian remisi, karena

sistem pemasyarakatan mungkin lebih fokus pada masalah mendesak lainnya,

seperti penataan ruang dan pengelolaan jumlah narapidana yang berlebihan.

Keterbatasan Administrasi

Proses administrasi yang rumit dan terkadang memerlukan waktu yang

lama bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan remisi. Keterbatasan

administrasi yang dimaksud antara lain:

a)

Prosedur yang kompleks: Pemberian pengurangan masa tahanan
membutuhkan verifikasi yang mendalam dan sejumlah dokumen yang harus
disiapkan oleh petugas Lapas. Mulai dari pengumpulan data narapidana,
evaluasi perilaku, rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP),

hingga pengajuan usulan ke Kanwil Kemenkumham. Jika ada kekurangan



38

atau ketidaksesuaian dalam dokumen atau proses administrasi, dapat
menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan remisi.

b) Keterbatasan sistem informasi: Beberapa Lapas, termasuk yang ada di
daerah, mungkin tidak memiliki sistem manajemen informasi yang canggih,
sehingga pengelolaan data narapidana dan evaluasi perilaku menjadi lebih
sulit. Hal ini dapat menghambat pengajuan dan penetapan pengurangan masa
tahanan yang tepat waktu dan akurat.

c) Keterbatasan sumber daya manusia: Petugas yang terlibat dalam proses
administrasi pemberian pengurangan masa tahanan sering kali terbatas
dalam jumlah dan kualifikasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan
dalam pengelolaan administrasi pengurangan masa tahanan dan
memperlambat proses.

Keterbatasan administrasi ini  menyebabkan proses pemberian
pengurangan masa tahananmenjadi kurang efisien dan mempengaruhi
kepuasan narapidana serta kualitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

4. Stigma Sosial
Narapidana narkotika sering kali menghadapi stigma sosial yang besar
baik selama mereka menjalani hukuman di penjara maupun setelah dibebaskan.
Stigma ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pengurangan masa tahanan dalam
beberapa cara:

a) Ketidakpercayaan masyarakat: Banyak masyarakat yang beranggapan
bahwa narapidana narkotika tidak pantas mendapat remisi, karena mereka
dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan moralitas masyarakat.
Stigma ini sering kali membuat pemberian pengurangan masa tahanan
kepada narapidana narkotika menjadi kontroversial.

b) Tantangan reintegrasi sosial: Bagi narapidana narkotika yang mendapat
pengurangan masa tahanan dan bebas, stigma sosial dapat menghambat

mereka dalam reintegrasi ke masyarakat. Ketakutan akan penolakan dari
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keluarga, teman, atau masyarakat luas membuat mereka cenderung
kembali ke perilaku buruk atau bahkan terlibat kembali dalam dunia
narkotika.

c) Penyalahgunaan remisi: Stigma yang ada juga berpotensi memengaruhi
keputusan petugas pemasyarakatan dalam memberikan remisi, karena
mereka mungkin merasa adanya tekanan untuk tidak memberikan
pengurangan masa tahanankepada narapidana narkotika, meskipun mereka
memenuhi syarat. Stigma sosial ini merupakan salah satu hambatan
signifikan dalam pelaksanaan pengurangan masa tahanan karena dapat
mempengaruhi persepsi baik di dalam maupun di luar sistem

pemasyarakatan, serta mempengaruhi proses rehabilitasi narapidana.*t

D. Upaya Dan Rekomendasi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan
Penguranan Masa Tahanan di Lapas Kelas I1A Kota Parepare
Berdasarkan hambatan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan

pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika, beberapa upaya dapat
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian pengurangan masa tahanan
dan mengatasi tantangan yang ada. Upaya-upaya ini melibatkan berbagai aspek,
mulai dari peningkatan program pembinaan hingga sosialisasi kepada masyarakat
luas. Berikut adalah upaya-upaya yang perlu dilaksanakan serta rekomendasi
untuk memperbaiki sistem pemberian pengurangan masa tahanan di Lapas Kelas
I1A Kota Parepare:
1. Meningkatkan Program Pembinaan
Salah satu cara untuk mengatasi hambatan terkait evaluasi perilaku narapidana
adalah dengan meningkatkan program pembinaan yang ada di Lapas. Program

pembinaan yang lebih baik akan membantu narapidana menunjukkan perubahan

4 Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, ‘Efektivitas Pembebasan Bersyarat
Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas lia
Sungguminasa’, Indonesian Journal of Legality of Law, 6.1 (2023),h.22.
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positif dalam perilaku mereka, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan
remisi.

Upaya yang dapat dilakukan:

a) Peningkatan kualitas pelatihan dan rehabilitasi: Program-program
rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan terapi
psikologis, harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana
narkotika. Pelatihan yang relevan akan membantu narapidana
mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi
kemungkinan mereka terjerumus kembali ke dalam kejahatan.

b) Pembinaan karakter dan kesadaran hukum: Menyediakan lebih banyak
program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika
kepada narapidana. Pembinaan ini dapat membekali mereka dengan
pemahaman tentang pentingnya perubahan perilaku dan dampaknya
terhadap masa depan mereka.

Rekomendasi:

a) Memperkuat kolaborasi dengan lembaga atau organisasi Yyang
berpengalaman dalam rehabilitasi narapidana narkotika untuk
meningkatkan kualitas pembinaan yang ada.

b) Menambah jumlah fasilitas dan sumber daya manusia yang terlatih dalam
melaksanakan program-program pembinaan di Lapas.

2. Peningkatan Edukasi tentang Justice Collaborator
Salah satu persyaratan utama bagi narapidana narkotika untuk
mendapatkan pengurangan masa tahanan adalah berperan sebagai justice
collaborator. Namun, kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini sering Kkali
disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peran tersebut.
Upaya yang dapat dilakukan:
a) Edukasi kepada narapidana: Memberikan pemahaman yang lebih baik

kepada narapidana mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai justice
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collaborator. Edukasi ini dapat diselenggarakan dalam bentuk pelatihan atau
seminar mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada justice
collaborator.

b) Penyuluhan kepada petugas pemasyarakatan: Meningkatkan pemahaman
petugas Lapas tentang bagaimana membangun hubungan yang aman dan
tepercaya dengan narapidana yang bersedia menjadi justice collaborator.
Pelatihan mengenai teknik wawancara dan pengumpulan informasi yang
dapat digunakan dalam mengungkap jaringan narkotika dapat menjadi
bagian dari program ini.

Rekomendasi:

a) Menyusun modul pelatihan khusus yang menyasar narapidana dan petugas
untuk mengedukasi mereka tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan
peran sebagai justice collaborator.

b) Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan LSM yang memiliki
pengalaman dalam mendukung justice collaborator untuk memberikan
pelatihan dan jaminan perlindungan kepada narapidana yang berperan aktif
dalam pengungkapan jaringan narkotika.

3. Digitalisasi Layanan Remisi
Proses pemberian pengurangan masa tahanan sering kali terhambat oleh sistem
administrasi yang manual dan lambat. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah
ini adalah dengan mendigitalkan proses layanan remisi, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Upaya yang dapat dilakukan:

a) Pengembangan aplikasi berbasis digital: Mengembangkan sistem informasi
berbasis aplikasi yang memungkinkan petugas untuk mengelola data
narapidana dan proses pemberian pengurangan masa tahanan secara lebih
efisien. Aplikasi ini dapat mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan

pengawasan remisi.
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b) Integrasi dengan sistem lain: Mengintegrasikan sistem pengurangan masa
tahanan dengan database yang ada di Kemenkumham atau sistem lain yang
relevan, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan dan
verifikasi data narapidana.

Rekomendasi:

a) Melakukan kajian untuk pengembangan aplikasi berbasis web atau sistem
manajemen data digital yang dapat diakses oleh petugas Lapas dan pihak
terkait lainnya untuk mempercepat proses administrasi pemberian remisi.

b) Melakukan pelatihan kepada petugas Lapas untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam menggunakan sistem digital ini secara maksimal.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat
Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan pengurangan masa
tahanan adalah stigma sosial terhadap narapidana narkotika, yang dapat
memengaruhi baik proses pemberian pengurangan masa tahanan maupun
reintegrasi sosial mereka setelah dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana narkotika.

Upaya yang dapat dilakukan:

a) Sosialisasi melalui media: Menggunakan media massa, baik itu televisi,
radio, maupun media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai
manfaat pengurangan masa tahanandan pentingnya rehabilitasi bagi
narapidana narkotika. Kampanye ini dapat membantu mengurangi stigma
negatif yang ada di masyarakat.

b) Kerjasamadengan lembaga masyarakat: Melibatkan lembaga masyarakat,
organisasi sosial, dan komunitas lokal dalam program-program
penyuluhan. Organisasi ini dapat membantu memberikan dukungan
kepada narapidana yang telah dibebaskan, serta mendukung proses

reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
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Rekomendasi:

a) Meningkatkan kolaborasi antara Lapas, Kemenkumham, dan lembaga
masyarakat untuk menyelenggarakan program-program edukasi tentang
pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika.

b) Menyusun program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk
mengurangi stigma terhadap narapidana narkotika dan mengedukasi
mereka tentang peran pengurangan masa tahanan dalam proses
rehabilitasi.*

Pelaksanaan pemberian pengurangan masa tahanan bagi narapidana
narkotika di Lapas Kelas IIA Parepare sudah sesuai dengan hukum yang
berlaku di Indonesia. Pengurangan masa tahanan diberikan kepada narapidana
yang memenuhi syarat administratif dan perilaku, yang bertujuan tidak hanya
untuk memenuhi hak narapidana tetapi juga mendukung proses reintegrasi
sosial mereka. Dengan cara ini, pengurangan masa tahanan menjadi salah satu
bentuk penghargaan atas perbaikan perilaku narapidana, yang pada gilirannya
dapat membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan
berkontribusi positif.

Namun, meskipun sudah mengikuti prosedur yang tepat, pelaksanaan

pengurangan masa tahanan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan,

seperti overkapasitas, kesulitan dalam mendapatkan justice collaborator, serta
stigma sosial, masih menjadi hambatan dalam memberikan pengurangan masa
tahanan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan
perbaikan, termasuk dalam hal pembinaan narapidana, sistem administrasi, dan

4’Damianus Ardhyna Bintara and Iskandar Wibawa, ‘Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang
Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1B Kudus’,
JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4.6 (2024),h.31.
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juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi

dalam sistem pemasyarakatan.*®

“Muhammad Rizal Lampatta and Agung Yusuf, ‘Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi
Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato’, 16
(2020),h.30.



BAB Il1
PENGURANGAN MASA TAHANAN SESUAI DENGAN PRINSIP
KEADILAN DALAM ISLAM

A. Konsep Keadilan Dalam Figih Jinayah
Keadilan dalam syariat Islam bermakna menjalankan hukum Allah secara tepat,

tanpa menzalimi siapapun, serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan
ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam semua
aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan hukum pidana (jinayah). Islam tidak
hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlunya
mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahat) dan mencegah segala bentuk
kezaliman. Oleh karena itu, penegak hukum memiliki peran penting untuk menjaga
keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat secara

menyeluruh.#?

Al-Qur’an secara tegas menckankan pentingnya prinsip keadilan, sebagaimana

tercantum dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

sdhaa il g Q015 oLaddl) e (455 ol o (5815 et Jiadly el )
Terjemahnya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, munkar dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

pelajaran.">°

4Bambang Sugiharto and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, MESIR: Journal
of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1.2 (2024),h.15
<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>.

S0Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.277
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Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya suatu anjuran, melainkan

merupakan perintah langsung dari Allah yang wajib ditegakkan. Perintah ini
disandingkan dengan anjuran untuk berbuat kebajikan dan menjaga hubungan dengan
kaum kerabat, serta diiringi dengan larangan keras terhadap perbuatan Kkeji,
kemungkaran, dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi
sosial dan moral yang sangat kuat, dan penerapannya bertujuan untuk menciptakan
kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat.®!
Keadilan dalam Islam tidak berhenti pada tindakan hukum semata, tetapi juga
mencakup dimensi spiritual dan etika sosial. Dalam konteks kehidupan sehari-hari,
keadilan (al-‘adl) menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan oleh setiap individu,
termasuk pemimpin dan aparat hukum. Dengan menerapkan keadilan sebagai nilai
moral yang hidup, masyarakat Islam dapat membangun tatanan sosial yang harmonis,
saling menghormati, dan bebas dari kezaliman.>?

Dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, keadilan harus menjadi panduan utama
yang menyeluruh. la tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme penghukuman,
tetapi sebagai sistem yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hakim dan aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menjatuhkan vonis, tetapi juga
harus melihat kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan begitu,
penerapan hukum dalam Islam bukan hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga

memberikan harapan, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak.>?

*1Bambang Sugiharto and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, MESIR: Journal
of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1.2 (2024),h.15
<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>.

52Bambang Sugiharto and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, MESIR: Journal
of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1.2 (2024),h.15
<https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>.
S3Afifa Rangkuti, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam, 6.1
(2017).h.10
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1. Keadilan sebagai Magashid al Syariah Dalam Penerapan Hukum Pidana

Magasid al-syart‘ah secara umum dimaknai sebagai tujuan-tujuan dasar
yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Para
ulama seperti al-Ghazali dan al-Shatibi menyebut bahwa tujuan-tujuan tersebut

mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (al-dariiriyyat al-khamsah)®4, yaitu:

a) Agama (Din)

Menjamin Kebebasan dan Integritas Keberagamaan Dalam kerangka magasid
al-syari‘ah, perlindungan terhadap agama (%ifz al-din) merupakan tujuan yang paling
mendasar. Syariat Islam berupaya menjaga kelangsungan kehidupan beragama umat
manusia dengan memberikan jaminan atas kebebasan berkeyakinan, menjalankan
ibadah, serta menjaga kemurnian ajaran agama dari penyimpangan. Ayat-ayat Al-
Qur’an seperti QS. Al-Bagarah [2]: 256 yang menyatakan

M\mé&bw};}&_\}cub)&w Gﬂ\wm‘)j\umdﬂu.\ﬂ\uﬁa\ﬁ\y
gnemm\ﬁ@emw@gujﬂu

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas
jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada
tagut79) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali
yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”>®

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati aspek kebebasan dan

integritas dalam beragama. Oleh karena itu, sistem hukum Islam menetapkan norma

54 Robi’atul Adawiyah3 Moh. Thamsirl, Hasbi Umar2 and M, ‘Maqashid Al-Shariah Sebagai
Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana’, 4.8 (2025),h.27.
55 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya Puncak Km
65, Ciawi-Bogor.2019),h.42
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dan sanksi yang bertujuan untuk menjaga tatanan religius masyarakat secara adil dan

inklusif.

b) Hifz al nash

Hifz al nash mengacu pada perlindungan terhadap kehidupan fisik individu dari
segala ancaman yang dapat membahayakan nyawa mereka. Ini adalah prinsip dasar
yang mencakup larangan terhadap pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan yang dapat
menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks hukum Islam, segala bentuk
kekerasan yang dapat merusak atau mengancam kehidupan manusia dianggap
bertentangan dengan tujuan untuk menjaga hifz al nash

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, misalnya, dampak dari penggunaan
narkoba tidak hanya merusak fisik individu, tetapi juga dapat berisiko menyebabkan
kematian atau kerusakan jangka panjang pada kesehatan. Oleh Kkarena itu,
pengurangan masa tahananyang diberikan kepada narapidana narkotika yang telah
mengikuti rehabilitasi dianggap sebagai langkah yang mendukung pemulihan jiwa

mereka, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi fisik mereka.

C) Hifzal ‘aql

Berfokus pada perlindungan terhadap akal dan kecerdasan manusia. Dalam
Islam, akal adalah salah satu anugerah terpenting yang diberikan oleh Allah kepada
umat manusia, yang memungkinkan mereka untuk berpikir, membuat keputusan,
dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hifz al ‘aql mengharuskan
masyarakat untuk menjaga kebebasan berpikir dan mencegah segala hal yang dapat
merusak atau mengganggu fungsi akal, seperti penyalahgunaan narkotika atau
alkohol.
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Penyalahgunaan narkotika secara langsung merusak akal, karena dapat
mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan mental seseorang. Ketika seseorang
terjerumus dalam kecanduan narkoba, kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan
membuat keputusan yang rasional sangat terganggu, yang pada akhirnya dapat
merusak kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dalam konteks ini, rehabilitasi
menjadi sangat penting, karena ia bertujuan untuk memulihkan fungsi akal yang
telah terganggu, mengembalikan seseorang pada kondisi mental dan emosional yang
sehat, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan

kemampuan berpikir yang baik.
d) Keberlangsungan dan Martabat Sosial Keluarga

Perlindungan terhadap keturunan (kifz al-nasl) bertujuan menjaga
keberlangsungan generasi manusia melalui sistem keluarga yang sah dan terhormat.
Islam mengatur tata kehidupan rumah tangga secara ketat melalui pernikahan yang
sah, larangan perzinaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesusilaan.
Tujuan ini mencerminkan kepedulian syariat terhadap struktur sosial yang stabil,
sekaligus menjamin hak-hak anak dan kehormatan individu. Hukum waris, nasab,
dan perwalian merupakan instrumen syariat untuk melindungi eksistensi dan

martabat generasi penerus umat Islam secara berkeadilan.
Keturunan (Nasl): Menjaga Keberlangsungan dan Martabat Sosial Keluarga

Perlindungan terhadap keturunan (kifz al-nasl) Dbertujuan menjaga
keberlangsungan generasi manusia melalui sistem keluarga yang sah dan terhormat.
Islam mengatur tata kehidupan rumah tangga secara ketat melalui pernikahan yang
sah, larangan perzinaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesusilaan.
Tujuan ini mencerminkan kepedulian syariat terhadap struktur sosial yang stabil,

sekaligus menjamin hak-hak anak dan kehormatan individu. Hukum waris, nasab,
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dan perwalian merupakan instrumen syariat untuk melindungi eksistensi dan

martabat generasi penerus umat Islam secara berkeadilan.%®

2. Tujuan Hukuman Dalam Islam Yaitu : Pencegahan (Zajr), Perbaikan (Isl@h), dan

Keseimbangan Hak

Dalam sistem hukum Islam (figh jinayah), hukuman (‘uqibah) bukanlah
semata-mata bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, melainkan memiliki
dimensi filosofis dan moral yang mendalam. Islam memandang bahwa hukum harus
berfungsi untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah), dengan tetap memperhatikan hak individu, hak masyarakat, dan
hak Allah. Dalam konteks ini, tujuan dari diberlakukannya hukuman dalam Islam
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tujuan utama: pencegahan (zajr), perbaikan
(islah), dan keseimbangan hak.®’

a)  Tujuan Pencegahan (Zajr) dalam Penerapan Hukuman Islam
Salah satu tujuan fundamental dalam penerapan hukum pidana Islam (figh

al-jinayah) adalah aspek pencegahan (zajr). Hukuman tidak hanya
dipandang sebagai sarana retributif semata, melainkan juga sebagai
instrumen preventif yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan
melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak kejahatan. Dalam
kerangka ini, pencegahan dalam hukum Islam memiliki dua dimensi
utama, yaitu pencegahan individual (zajr khas) dan pencegahan umum
(zajr ‘amm).
1) Pencegahan Individual (Zajr Khas)
Pencegahan individual merujuk pada efek jera yang ditujukan kepada pelaku

tindak pidana. Hukuman dijatuhkan dengan harapan agar pelaku menyadari

% Mohd Azimie Ahmad, Norazura Ismail, and Mohamad Rizza Othman, ‘The Development
Theory of Al-‘Aql, Al-Qalb and Al-Nafs in Islamic Psychotherapy’, International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 7.3 (2017),h..22 <https://doi.org/10.6007/IJARBSS>.

57 Ocktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017), 23 <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
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kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Melalui
hukuman yang bersifat tegas dan proporsional, pelaku didorong untuk merenungi
akibat dari tindakannya, sekaligus diarahkan pada proses introspeksi dan pertobatan.
Dalam pandangan Islam, manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki
diri, sehingga tujuan pencegahan tidak bersifat destruktif, melainkan edukatif dan
korektif. Dengan demikian, hukuman dalam konteks ini juga berfungsi sebagai

sarana pembinaan moral dan spiritual.

2) Pencegahan Umum (Zajr ‘Amm)

Adapun pencegahan umum memiliki cakupan yang lebih luas, yakni ditujukan
kepada seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan hukuman secara terbuka terhadap
pelaku tindak pidana bertujuan menciptakan efek psikologis yang menumbuhkan rasa
takut dan kehati-hatian dalam diri masyarakat. Dengan melihat konsekuensi dari
pelanggaran hukum, masyarakat diharapkan terdorong untuk tidak melakukan
perbuatan serupa. Pencegahan umum berfungsi sebagai benteng sosial yang menjaga

ketertiban umum dan mencegah terjadinya eskalasi kejahatan.®

Efektivitas pencegahan umum dapat ditemukan dalam nash-nash syar‘i yang
menekankan pentingnya penegakan hukum secara nyata dan tegas. Firman Allah
dalam QS. al-Ma’idah 5: 38.

L ).Uc i&\f&\@;‘i&zm&@ii}u@;ﬂw’ 313’2@&\;@&4\3

Terjemahnya

"Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah
tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan

%80cktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017),h.25
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sebagai sanksi dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi

Mahabijaksana." °°

Ayat ini tidak hanya menjelaskan jenis hukuman (yaitu pemotongan tangan
dalam kasus pencurian), tetapi juga menegaskan aspek pencegahannya dengan
menggunakan istilah nakalan minallah (sebagai pelajaran/sanksi dari Allah). Ini
menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas memberikan perhatian terhadap efek
preventif dari penegakan hukum, demi menjaga keamanan, keadilan, dan hak milik

individu.5°

Meski demikian, penerapan hukuman dalam Islam tidak dilakukan secara
sembarangan. Terdapat syarat-syarat yang ketat dan prinsip kehati-hatian (iZtiyat)
dalam pelaksanaan sanksi, khususnya dalam perkara hudiid. Misalnya, dalam kasus
pencurian, harus dipenuhi unsur-unsur seperti nilai minimum harta yang dicuri
(nisab), status kepemilikan yang sah, serta tidak adanya unsur darurat. Ini
menunjukkan bahwa pencegahan dalam Islam bukan bersifat represif mutlak, tetapi
berada dalam kerangka keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip-prinsip

magasid al-syari ‘ah.5*
b) Tujuan Perbaikan (islah)

Salah satu dimensi penting dalam filsafat hukum pidana Islam adalah tujuan
perbaikan (islah), yakni mengarahkan pelaku kejahatan menuju jalan yang benar
melalui proses transformasi moral, spiritual, dan sosial. Islam secara fundamental
memandang manusia sebagai makhluk yang tidak terlepas dari kemungkinan untuk

melakukan kesalahan (kkata’), namun pada saat yang sama juga dianugerahi potensi

59Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.114

800cktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017),h.28

10cktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017),h.29
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untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, sistem hukuman dalam Islam
tidak hanya menekankan aspek retributif (pembalasan), tetapi juga memberikan ruang

yang luas untuk edukasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi.®?

Tujuan islah bertolak dari prinsip dasar dalam Islam bahwa taubat dan
perubahan adalah hal yang sangat dimuliakan, dan bahkan menjadi pintu utama
menuju pengampunan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Zumar ayat 53, yang
menyatakan:

G ke G ARl G R Y 2l e 158500 3 coaad OB
Bl D3l 5 4if liden

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang

melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus

asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa

semuanya.663) Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.”®3

Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah terbuka seluas-luasnya bagi

siapa saja yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya, terlepas dari beratnya
dosa yang telah diperbuat. Dalam konteks penegakan hukum, ayat ini menjadi dasar
filosofis bahwa pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk menjalani proses
perbaikan, bukan sekadar menerima pembalasan. Konsep islah dalam hukum pidana
Islam juga terefleksi dalam berbagai bentuk dan mekanisme sanksi yang bersifat
korektif. Sebagai contoh:

82Qcktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017).h.29

&3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.464
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1) Dalam kasus gishas (balasan setimpal untuk pembunuhan atau penganiayaan),
syariat memberikan opsi kepada ahli waris korban untuk memilih memaafkan
pelaku, baik dengan kompensasi berupa diyat (tebusan) maupun tanpa imbalan.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai pemaafan dan
memberikan peluang bagi pelaku untuk tidak sekadar dihukum, tetapi juga
diperbaiki melalui proses sosial dan spiritual.

2) Dalam bentuk-bentuk ta zir (hukuman yang tidak ditentukan secara tetap dalam
nash), hakim atau otoritas berwenang diberikan kebebasan untuk memilih
bentuk hukuman yang mendidik dan bersifat konstruktif sesuai dengan
karakteristik pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Ini membuka
peluang besar bagi pendekatan rehabilitatif seperti pendidikan keagamaan, kerja

sosial, nasihat publik, dan sebagainya.®*

Para ulama klasik seperti Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa
tujuan isiah merupakan ruh dari syariat Islam itu sendiri. Dalam karyanya [ ‘lam al-

Muwagqqi ‘in, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa:

“Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Setiap
perkara yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada
kekerasan, dari maslahat kepada kerusakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka

>

itu bukan bagian dari syariat meskipun ditakwilkan dengan berbagai cara.’

Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa penjatuhan hukuman dalam
Islam harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, termasuk memperbaiki kondisi
batin dan sosial pelaku kejahatan. Hukuman yang tidak mengarah pada is/ah justru

bertentangan dengan esensi syariat.®°

840cktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017).h.30

®Masfi Sya’fiatul Ummah, ‘Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum
Islam’,inSustainability(Switzerland),2019,h,14
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Konsep islah juga memiliki relevansi yang sangat kuat dengan praktik
pengurangan masa tahananatau pengurangan masa tahananbagi narapidana yang
menunjukkan perilaku baik dan kemajuan dalam proses pembinaan. Dalam sistem
hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia, pengurangan masa
tahanandiberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya perbaikan diri selama
menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan
kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, selama

terdapat indikasi nyata atas pertobatan dan perubahan perilaku.5®

Dalam konteks ini, pengurangan masa pisdana dipahami sebagai instrumen
legal yang merefleksikan nilai-nilai is/@h, karena menjadi mekanisme yang
mendorong narapidana untuk aktif dalam program pembinaan rohani, keterampilan,
dan disiplin sosial. Tujuan akhirnya adalah agar narapidana tidak hanya selesai
menjalani masa pidana, tetapi juga siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang

lebih baik dan bertanggung jawab.®’
c) Keseimbangan Hak (al-Muwazanah al-Hugiiq)

Salah satu ciri khas keadilan dalam hukum pidana Islam adalah adanya
keseimbangan antara hak-hak semua pihak yang terlibat, baik pelaku tindak pidana,
korban, maupun masyarakat secara umum. Dalam istilah fikih, hal ini dikenal dengan
al-muwazanah al-hugig, yaitu prinsip keseimbangan hak yang menekankan bahwa
setiap individu memiliki kedudukan yang harus dihormati dalam kerangka hukum

syariat. Hukum pidana Islam tidak hanya berpihak kepada korban atau pelaku,

6Yulia Khoerunnisa and Muhammad Rosyid Ridla, ‘Strategi Peningkatan Spiritualitas
Narapisan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta’,
JournalManajemenDakwah,6.1(2020),h.67<http://ejournal.uin-
suka.ac.id/dakwah/JMD/article/viewFile/1865/1343>.

®7ulia Khoerunnisa and Muhammad Rosyid Ridla, ‘Strategi Peningkatan Spiritualitas
Narapisana Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta’,
Journal Manajemen Dakwah, 6.1 (2020),h,31
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melainkan berusaha memberikan proporsi yang adil kepada semua pihak yang

terdampak.58

Islam sangat menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak boleh
bersifat eksesif atau melampaui batas, karena hal itu akan menciderai prinsip
keadilan dan hak-hak pelaku. Namun demikian, hukuman juga tidak boleh terlalu
ringan atau diabaikan, karena hal itu akan menzalimi korban dan mengganggu
ketertiban sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan terhadap hak
korban dan perlakuan adil terhadap pelaku menjadi salah satu aspek penting dalam
penerapan hukum pidana Islam. Keadilan tidak hanya ditujukan untuk membalas
tindakan pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian korban dan menjaga
stabilitas masyarakat. keseimbangan hak ini tidak lahir dari kehendak sosial semata,
melainkan bersumber dari ketetapan syariat yang mencerminkan keadilan llahi.
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
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Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat)
bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka
itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu

8Ali Sodigin, ‘Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System’,
Ahkam: Jurnal llmu Syariah, 21.2 (2021),h,26 <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675>.
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urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-

orang zalim.®°
Ayat ini menunjukkan adanya kepastian hukum yang adil dan setimpal, namun
pada saat yang sama membuka ruang bagi pemaafan dan kompromi sebagai bentuk
rahmat dan kemaslahatan. Di sinilah letak keseimbangan Islam antara keadilan dan

kasih sayang.®

Keseimbangan hak ini juga tampak dalam jenis hukuman tazir, yaitu
hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Dalam konteks ini, hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan jenis dan
beratnya hukuman dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat
kesalahan pelaku, kondisi sosial, dampak terhadap korban, serta efek terhadap
masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal pendekatan
hukum yang kaku, tetapi mendorong penerapan hukum yang proporsional dan
kontekstual.”

Dengan prinsip al-muwazanah al-huqiig, hukum pidana Islam menegaskan
bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai jika semua pihak mendapatkan perlakuan
yang adil sesuai porsinya masing-masing. Pelaku kejahatan tidak boleh diperlakukan
secara zalim, tetapi juga tidak dibebaskan begitu saja jika terbukti bersalah. Korban
harus mendapat perlindungan dan haknya harus dipulihkan, namun juga diajak untuk
mempertimbangkan nilai pemaafan jika hal tersebut lebih membawa kemaslahatan.
Di sisi lain, masyarakat berhak atas rasa aman dan ketertiban hukum. Inilah bentuk

keseimbangan yang menjadi inti dari fikih jinayah, sekaligus menjadikan hukum

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h. Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit
Percetakan Al Quran, JI Raya Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.115

0 Ali Sodiqin, ‘Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice
System’, Ahkam: Jurnal IImu Syariah, 21.2 (2021),h, 35

" Ali Sodiqin, ‘Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice
System’, Ahkam: Jurnal llmu Syariah, 21.2 (2021), 33
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pidana Islam sebagai sistem yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan

social.”?

. Jenis Jenis Hukuman Dalam Figih Jinayah Dan Kaitanya Dengan Pengurangan
Masa Pidana

Dalam fikih jinayah, sistem pemidanaan Islam dibangun atas prinsip keadilan,
pencegahan kejahatan, dan perbaikan moral pelaku. Hukuman dalam fikih
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: hudiid, qisas-diyat, dan ta zir.
Masing-masing kategori memiliki sifat hukum yang berbeda-beda, yang menentukan
apakah suatu hukuman dapat diringankan atau bahkan dihapuskan (remisi) oleh

penguasa atau negara.’®
1. Hudud

Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat Islam
dalam nash al-Qur’an dan hadis untuk pelanggaran tertentu. Jenis pelanggaran yang

termasuk dalam kategori ini adalah:

a) Zina

b) Pencurian

c) Qadzaf (menuduh zina tanpa bukti)

d) Minum khamr (minuman memabukkan)
e) Perampokan bersenjata (hirabah)

f) Murtad (keluar dari Islam)

Karasteristik hudud :

a) Hukuman bersifat tetap dan tidak boleh diubah oleh manusia.

2Qcktoberrinsyah Ocktoberrinsyah, ‘Tujuan Pemidanaan Dalam Islam’, IN RIGHT: Jurnal
Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1.1 (2017),h,21
8Seva Maya Sari, ‘Perspektif Figh Jinayah’, 2022,h, 15.
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b) Hak Allah (haqq Allah) yang bertujuan menjaga moral dan ketertiban umum.
c) Syarat pembuktiannya sangat ketat dan apabila tidak terpenuhi, hukumannya

tidak dapat dijatuhkan.
Kaitannya dengan pengurangan masa pidana

Karena hukumannya telah ditetapkan langsung oleh Allah swt, maka tidak ada
ruang bagi penguasa atau sistem hukum untuk menguranginya. Memberikan
pengurangan masa tahananatas hukuman Audiid dianggap mencampuri hak Allah dan

bertentangan dengan nash syar .’
2. Qisas

Qisas adalah hukuman yang bersifat balasan setimpal atas perbuatan yang
mengakibatkan luka atau kematian, sedangkan diyat adalah denda atau kompensasi
finansial yang dibayarkan kepada korban atau ahli waris sebagai pengganti

pelaksanaan gisas.
Karakteristik gisas:

a) Hukuman ini tergolong sebagai haqq al-adami (hak pribadi), bukan hak Allah.
b) Pelaksanaan hukuman bergantung pada keputusan korban atau ahli waris.
c) Korban atau ahli waris berhak memaafkan pelaku, menerima diyat, atau

menuntut pelaksanaan qisas.

Kaitannya dengan pengurangan masa tahanan: Dalam konteks ini, pengurangan
masa tahanannegara tidak dapat diberlakukan karena bukan negara yang memiliki hak

atas hukuman tersebut. Namun, jika korban atau ahli waris memberikan maaf atau

74Zul Anwar Ajim Harahap and others, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di
Indonesia, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 2024.h 10
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menerima diyat, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman gisas, yang dalam
praktiknya mirip dengan konsep pengurangan masa tahanantetapi berasal dari

individu, bukan negara.”
3. Ta’zir

Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim atas
pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang pasti dalam al-Qur’an dan
sunnah. Pelanggaran ini meliputi berbagai bentuk kejahatan seperti penyalahgunaan
narkotika, korupsi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran moral lainnya yang tidak
termasuk dalam kategori hudiid dan qisas’®

Karakteristik ta zir

a) Tidak diatur secara pasti oleh nash, sehingga terdapat ruang ijtihad.

b) Bentuk dan kadar hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, beratnya
kejahatan, dan konteks sosial.

c) Tujuannya adalah untuk memberi efek jera, mendidik, dan memperbaiki
perilaku.

d) Bisa berupa teguran, cambukan ringan, denda, penjara, pengasingan, hingga

hukuman mati dalam kasus tertentu menurut sebagian ulama.

Fleksibilitas dalam T« zir dan Relevansinya dengan Masa Tahanan

Sifat fleksibel dalam fa zir memungkinkan penguasa atau negara untuk
melakukan berbagai penyesuaian terhadap bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan

kondisi pelaku, situasi sosial, serta kemaslahatan umum. Dalam konteks ini,

s Zul Anwar Ajim Harahap and others, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di
Indonesia, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 2024.h.11.

76 Puji Setyaningtias and Atika, ‘Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana’, Jurnal Hukum Pidana, 7.1
(2022),h. 25.
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pengurangan, penghapusan, atau penggantian jenis hukuman adalah bentuk-bentuk
nyata dari kebijakan korektif dan preventif dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan

prinsip-prinsip fundamental dalam syariat Islam, yaitu:

a) Rahmah (kasih sayang): Islam memandang bahwa setiap pelaku kejahatan
masih memiliki nilai kemanusiaan yang layak dihormati. Oleh karena itu,
sistem hukuman tidak bersifat kaku, tetapi tetap membuka ruang bagi
pertobatan dan pengampunan.

b) Isiah (perbaikan): Tujuan utama dari fa zir bukan semata-mata menghukum,
tetapi mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku. Oleh sebab itu, pengurangan
hukuman menjadi wajar bila pelaku menunjukkan perubahan moral yang
signifikan.

c) Maslahat (kepentingan umum): Hukum Islam selalu mempertimbangkan
dampak sosial dari setiap kebijakan. Jika pengurangan hukuman mendatangkan
manfaat lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat, maka hal itu bisa

diterapkan melalui mekanisme ta zir.””

Dalam konteks pemasyarakatan modern, khususnya di Indonesia, pengurangan
masa tahananmerupakan bentuk penghargaan terhadap narapidana yang telah

menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan, seperti:

a) Memiliki perilaku baik dan disiplin selama menjalani masa tahanan,

b) Mengikuti program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pendidikan agama,
atau kegiatan sosial,

¢) Menyambut momentum hari besar keagamaan sebagai sarana evaluasi moral

dan pembinaan spiritual.

""Puji Setyaningtias and Atika, ‘Ta’zir : Jurnal Hukum Pidana’, Jurnal Hukum Pidana, 7.1
(2022).h. 27.
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Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ta zir dalam fikih jinayah. Dalam
ta zir, bentuk dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara tetap dalam nash syar‘i,
tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah dengan memperhatikan
keadilan, situasi, dan tujuan hukum. Oleh karena itu, pemberian remisi—baik dalam
bentuk pemotongan masa hukuman secara berkala atau satu kali adalah bentuk
realisasi dari ruh fa‘zir yang mengedepankan aspek pendidikan dan reintegrasi

sosial.’®

Lebih jauh, dalam literatur fikih Kklasik, banyak ulama yang menegaskan
bahwa dalam ranah ta zir, negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan
hukuman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam
al-7urug al-Hukmiyyah menekankan bahwa hukuman ta zir harus diarahkan untuk
mencegah kerusakan dan membangun kemaslahatan. Jika hukuman tersebut ternyata
tidak lagi relevan atau menimbulkan kerugian lebih besar, maka negara wajib
mengevaluasinya. Dalam hal ini, pengurangan masa tahanandapat dilihat sebagai
bentuk evaluasi negara terhadap pencapaian tujuan pemidanaan dan

pemasyarakatan.”®

Penekanan: Pengurangan masa tahananHanya Berlaku untuk Hukuman 7a ‘zir

Dalam sistem hukum Islam, pembagian hukuman ke dalam tiga kategori utama
menjadi dasar penting dalam memahami batasan intervensi negara terhadap

pelaksanaan pidana:

a) Hukuman hudid bersifat gatT (pasti) karena merupakan hak Allah yang
ditentukan secara langsung dalam al-Qur’an dan sunnah. Tidak ada celah bagi

Puji Setyaningtias and Atika, ‘Ta’zir : Jurnal Hukum Pidana’, Jurnal Hukum Pidana, 7.1
(2022),h. 28.

7 Puji Setyaningtias and Atika, ‘Ta’zir : Jurnal Hukum Pidana’, Jurnal Hukum Pidana, 7.1
(2022),h. 30
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pengurangan masa tahananatau pengurangan karena hal ini dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hak Ilahi dan integritas hukum syar*i.

b) Qisas dan diyat, meskipun bersifat fleksibel, tidak berada dalam kewenangan
negara untuk diubah. Pengurangan atau penghapusan hukuman hanya dapat
dilakukan oleh korban atau ahli waris karena sifatnya yang merupakan hak
individu (kaqq al-adami). Dalam hal ini, pengurangan masa tahananhanya
dapat terjadi jika ada pemaafan dari pihak yang dirugikan.

c) Tazir, sebaliknya, merupakan ruang hukum yang memberikan otoritas penuh
kepada negara atau penguasa untuk menetapkan, mengurangi, atau menghapus
hukuman sesuai dengan situasi dan maslahat. Oleh karena itu, pemberian

pengurangan masa tahananhanya bisa dibenarkan dalam konteks pidana ta zir.

Implikasi dari hal ini adalah bahwa sistem pengurangan masa tahananyang
dijalankan dalam hukum positif Indonesia, khususnya bagi narapidana narkotika,
harus dilihat dalam kerangka fa ‘zir. Tindak pidana narkotika yang tidak termasuk
dalam kategori hudiid maupun qisas secara hukum fikih dapat digolongkan sebagai
ta zir, sehingga membuka ruang legitimasi bagi pemberian pengurangan masa

tahananberdasarkan prinsip-prinsip syariat.°

Dengan demikian, pengurangan masa tahanantidak hanya merupakan produk
kebijakan administratif negara, tetapi juga memiliki legitimasi dari nilai-nilai Islam
yang telah lama mengedepankan keadilan berimbang, peluang tobat, dan kepentingan
masyarakat luas. Keselarasan ini menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki
mekanisme internal yang adaptif dan humanis, yang tetap relevan untuk diterapkan

dalam konteks hukum modern dan pemasyarakatan kontemporer.8!

8]dami Zahratul, ‘Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan
Hukuman Ta’zir, Macamnya Dan Tujuannya’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10.1 (2015),h.34.

81Zul Anwar Ajim Harahap and others, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di
Indonesia, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 2024.h,29.
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C. Keadilan Islam Dalam Pengurangan Masa Tahanan

Dalam kerangka hukum positif, pengurangan masa tahanan atau pengurangan
masa tahanan merupakan instrumen hukum yang merefleksikan pendekatan korektif
dan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan. Pengurangan masa tahanan diberikan
sebagai bentuk penghargaan negara kepada narapidana atas kepatuhan terhadap
peraturan, partisipasi aktif dalam program pembinaan, serta perilaku baik selama
menjalani masa pidana. Dengan demikian, pengurangan masa tahanantidak sekadar
bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etik dalam pembinaan

narapidana, yakni pemulihan moral dan reintegrasi sosial.??

Dalam khazanah hukum Islam (figh al-jinayah), keadilan tidak dimaknai secara
kaku dan retributif semata, melainkan mengandung dimensi transformatif dan
humanis. Islam tidak hanya menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk balasan
atas perbuatan kejahatan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang
berorientasi pada perbaikan (is/ah), pertobatan (taubah), dan kemaslahatan
(maslakah). Oleh karena itu, gagasan pengurangan masa tahanansejatinya sejalan
dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam.

1) Taubah sebagai dasar pengampunan

Taubat yang tulus (taubah nasiiha) merupakan konsep sentral dalam Islam yang
menegaskan kemungkinan perubahan moral individu. Dalam banyak kasus hukum
Islam, terutama yang berkaitan dengan /udiid, ulama menyepakati bahwa taubat yang
terjadi sebelum penegakan hukum dapat mempengaruhi keputusan hukum. Dalam

konteks ini, penghapusan atau pengurangan hukuman bukan hanya diperbolehkan,

82Zul Anwar Ajim Harahap and others, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di
Indonesia, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 2024.h,45.

8Zul Anwar Ajim Harahap and others, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di
Indonesia, Semesta Aksara Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 2024.h,46
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tetapi bisa menjadi bentuk kebijakan hukum yang lebih adil, selama didasarkan pada

penilaian objektif terhadap kesungguhan perubahan perilaku pelaku kejahatan.8*

a) Konsep Teologis dan Yuridis Taubat

Taubat secara bahasa berarti kembali (¢ s>_V), sedangkan secara istilah berarti
kembalinya seorang hamba dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah dengan
disertai penyesalan, penghentian perbuatan dosa, dan tekad untuk tidak
mengulanginya. Dalam Al-Qur’an, Allah secara eksplisit membuka peluang seluas-
luasnya bagi hamba-Nya untuk bertaubat, tanpa memandang besarnya dosa yang
dilakukan. (QS. Az-Zumar [39]: 53)

508340 G 0 3535 e 15108 Y gl e 1550 Gl oatind 8
B30 53l s W s G

Terjemahnya :

"Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya

Allah  mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang."#

Ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan dalam Islam bersifat inklusif dan

membuka kemungkinan reformasi total bagi setiap individu, termasuk pelaku tindak

pidana.

8M Ag Rokhmadi, Hukum Acara Pidana Islam, Perumahan Taman Puri Banjaran, Blok E No.
16, RT 02/ RW 18 Beringin Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. 2021.h,31.

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.464

%M Ag Rokhmadi, Hukum Acara Pidana Islam, Perumahan Taman Puri Banjaran, Blok E No.
16, RT 02/ RW 18 Beringin Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. 2021.h, 21.
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b) Dampak Taubat terhadap Hukuman dalam Figh Jinayah

Dalam fikih jinayah, ulama membahas secara rinci pengaruh taubat terhadap
pelaksanaan hukuman. Pada kasus-kasus hudad, seperti zina, pencurian, dan hirabah,
jika seorang pelaku kejahatan menunjukkan pertobatan yang tulus sebelum proses
hukum secara resmi berjalan atau sebelum alat bukti sempurna (seperti pengakuan
atau kesaksian yang sah) ditemukan, maka pelaksanaan hukuman bisa ditangguhkan
atau bahkan dibatalkan. Hal ini berdasarkan 1jtihad ulama dan kebijakan hakim (qadi)
yang mempertimbangkan kemaslahatan dan indikator perubahan perilaku pelaku.

Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendekatan antara ulama klasik:

1) Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, misalnya, cenderung
memperbolehkan penghapusan hudiid jika taubat terjadi sebelum terbukanya
perkara secara formal.

2) Syafi’iyah dan Hanabilah, meskipun lebih berhati-hati, tetap mengakui
adanya pengaruh taubat dalam mengurangi atau meringankan hukuman,

khususnya dalam hal takzir dan selain hudud.

Pandangan ini semakin kuat bila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dalam masa
Nabi Muhammad saw di mana beberapa pelaku kejahatan yang telah bertaubat
kemudian dibiarkan tanpa dikenai hukuman karena telah menunjukkan perubahan

yang nyata dan tulus®’.

c) Taubat sebagai Landasan Etis dalam Pengurangan Hukuman

Dari perspektif etis, pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman

terhadap pelaku kejahatan yang telah bertaubat sejalan dengan misi hukum Islam yang

87Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, ‘Analysis Ta’Zir
Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik’S Perspective’, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam,
Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial,13.2(2023),h.16
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
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humanis dan rehabilitatif. Tujuan dari syariat bukanlah semata-mata memberikan
penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi memberikan jalan perbaikan dan
reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengurangan masa tahanandalam
bentuk pengurangan masa tahanandapat dilihat sebagai instrumen yang selaras dengan
semangat syariat, selama pelaksanaannya memenuhi syarat objektif, seperti penilaian

atas perilaku, hasil pembinaan, dan indikasi taubat yang nyata.®®

Sistem hukum Islam pun seharusnya mencerminkan nilai penghargaan ini
dalam bentuk kebijakan yang memberi ruang bagi mereka yang benar-benar

menunjukkan pertobatan dan keinginan untuk berubah.®

2) Implikasi dalam Sistem Pemasyarakatan Modern

Dalam konteks hukum positif, khususnya dalam sistem pemasyarakatan
Indonesia, pengurangan masa tahanan(remisi) dapat dimaknai sebagai bentuk
pengakuan terhadap keberhasilan proses rehabilitasi moral dan spiritual narapidana.
Jika narapidana menunjukkan perubahan sikap, kedisiplinan, dan partisipasi dalam
program pembinaan, maka pemberian pengurangan masa tahanandapat dipandang
sebagai pengejawantahan prinsip taubah dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pemberian pengurangan masa tahanantidak bertentangan
dengan ajaran Islam, tetapi justru mendukung nilai-nilai Islam yang mengutamakan
keadilan korektif, rahmat, dan peluang untuk memperbaiki diri. Penekanan pada

taubat sebagai dasar pengampunan memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat

8Jurnal llmu, ‘AT-TAFAKUR’, Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi
Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, 01journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur
01 (2024),h, 65

%1.G.A.A Fitria Chandrawati, ‘Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi
Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)’, Kertha Semaya : Journal llmu Hukum, 8.12 (2020),h, 19
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>.
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bagi implementasi kebijakan pengurangan masa tahanansebagai bagian dari sistem

keadilan yang transformative.®®

3) Hak asasi dan martabat manusia dalam persfektif islam dasar moral pengurangan

masa tahanan

Dalam ajaran Islam, konsep karamat al-insan (kemuliaan atau martabat
manusia) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam
seluruh aspek hukum dan etika. Martabat manusia tidak bergantung pada status sosial,
ras, atau latar belakang individu, melainkan merupakan anugerah yang melekat pada
setiap insan karena kemanusiaannya. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-
Qur’an: (QS. Al-Isra’ [17]: 70)

% Gw  ong N T w ek oYL w-% T PP B e R
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Terjemahnya :

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka

di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan

yang sempurna."®

Ayat ini menegaskan bahwa manusia termasuk mereka yang melakukan
kesalahan hokum tetap memiliki hak atas penghormatan terhadap martabatnya. Oleh
karena itu, sistem hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan
dalam bentuk sanksi, tetapi juga untuk menjaga harkat dan nilai kemanusiaan dalam

setiap proses hukum.®

%Caesar, Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, Banguntapan,
Bantul-Jogjakarta (Kantor 1) Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor 1) . 2021.h,41

91 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.289.

92Zaenuddin Mansyur, ‘Pembaruan Maslahah Dalam Magqasid Al- Shari‘ah: Telaah Humanistis
Tentang Al-Kulliyyat Al-Khamsah’, Ulumuna, 16.1 (2017), h.24
<https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.190>.
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Pengurangan Masa tahanansebagai Penghormatan terhadap Martabat

Pemberian pengurangan masa tahanankepada narapidana yang menunjukkan
perubahan perilaku yang positif, partisipasi dalam pembinaan, dan penyesalan atas
perbuatannya, dapat dipandang sebagai bentuk perlakuan yang manusiawi dan selaras
dengan semangat rahmah (kasih sayang) dalam penegakan hukum Islam.
Pengurangan masa tahanandalam konteks ini bukan sekadar hadiah administratif,
tetapi merupakan pengakuan terhadap kapasitas moral dan spiritual manusia untuk

berubah serta menjalani hidup yang lebih baik.%3

Dalam sistem Islam, bahkan pelaku kejahatan tetap memiliki hak-hak yang harus
dihormati. Sejumlah fugaha’ (ulama fikih) menyatakan bahwa seseorang yang
menjalani hukuman tidak serta-merta kehilangan hak-hak asasinya, seperti hak untuk
diperlakukan secara adil, hak atas perlindungan fisik dan mental, serta hak atas
kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini selaras dengan pandangan bahwa hukum

Islam tidak bertujuan menyiksa, melainkan membina dan memperbaiki.%*

Rahmah sebagai Pilar Penegakan Hukum

Salah satu karakter utama dari syariat Islam adalah sifatnya yang rahmatan lil-
‘alamin—rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks penegakan hukum, sifat rahmat
ini tercermin dalam fleksibilitas penerapan hukuman, khususnya dalam konteks za ‘zir

(hukuman yang tidak ditetapkan secara mutlak dalam nash), yang memberi ruang bagi

%Raudhatun Hafizah, ‘Pemberian Remisi Di Lapas Klas lia Banda Aceh Ditinjau Menurut
Teori Maqasid Al-Syari’ah (Analisis Pasal 34a Pp Nomor 99 Tahun 2012)’, Legitimasi: Jurnal Hukum
Pidana Dan Politik Hukum, 6.2 (2018),h, 24 <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3959>.

%Raudhatun Hafizah, ‘Pemberian Remisi Di Lapas Klas Tia Banda Aceh Ditinjau Menurut
Teori Maqasid Al-SyarT’ah (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012)’, LEGITIMASI: Jurnal
Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6.2 (2018),h.37
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hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan spiritual pelaku
dalam menjatuhkan hukuman.®® (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107)

Salall 422 W) Gl o g
Terjemahnya:

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai

rahmat bagi seluruh alam."%(QS. Al-Anbiya’ [21]: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum yang dibawa Rasulullah saw bukan hanya
instrumen pemaksa (coercive), tetapi juga sarana kasih sayang yang menyeimbangkan
antara keadilan dan kemanusiaan. Pemberian pengurangan masa tahananterhadap
narapidana yang menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri merupakan

pengejawantahan langsung dari prinsip rahmah ini®’.

6) Keseimbangan antara Keadilan dan Kemanusiaan

Dalam teori hukum Islam, salah satu tujuan utama syariat (maqasid al-
syari‘ah) adalah menjaga jiwa (kifz al-nafs) dan martabat manusia. Jika suatu
hukuman dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan moral
pelaku, maka hukum dapat menjadi alat yang menindas, bukan membina. Oleh karena
itu, sistem pengurangan hukuman seperti pengurangan masa tahanandapat dipandang
sebagai alat korektif yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga

melestarikan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum.®

%Siti A’isyah, ‘Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jar?Mah’,
Magashid Jurnal Hukum Islam, 1.2 (2018), 01-17 <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.128>.

%Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.331

9 Siti A’isyah, ‘Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Analisis Pada Konteks Jar?Mah’,
Magashid Jurnal Hukum Islam, 1.2 (2018),

% Masfi Sya’fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia.Submit’, Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019), h.14.
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Prinsip ini ditegaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa, bahwa salah
satu maqasid syari‘ah adalah menjaga al- ‘irdh (kehormatan dan harga diri manusia),
yang mencakup perlakuan yang layak bagi individu yang bahkan telah melakukan

kesalahan sekalipun.®®

Implikasi terhadap Sistem Pemasyarakatan

Dalam konteks pemasyarakatan modern, pemberian pengurangan masa
tahanan yang bersyarat menjadi bentuk nyata dari penghargaan terhadap martabat
narapidana. Sistem ini memberi ruang bagi mereka untuk membuktikan perubahan
diri, serta memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, sistem
pemidanaan yang hanya menekankan unsur balasan dan tidak memberi kesempatan
untuk rehabilitasi dapat mencederai prinsip karamah al-insan yang dijunjung tinggi

oleh Islam.190

8) Pencegahan terhadap zalim (Kezaliman) dalam Perspektif Islam: Pengurangan masa

tahanan sebagai Mekanisme Penyeimbang Keadilan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam ajaran Islam adalah larangan
terhadap segala bentuk kezaliman (zulm), baik dalam hubungan manusia dengan
sesama, dengan makhluk lainnya, maupun dengan Allah. Islam memandang keadilan
(‘adl) bukan hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai sifat hakiki syariat yang
harus senantiasa ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam
pelaksanaan hukuman pidana. Oleh karena itu, dalam Islam, penerapan hukuman yang

tidak memperhatikan dinamika perubahan perilaku pelaku kejahatan atau hasil

9 Masfi Sya’fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.
Submit’, Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019),h.15.

10Masfi Sya’fiatul Ummah, Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.
Submit’, Sustainability (Switzerland), 11.1 (2019),h.15
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pembinaan yang telah dijalani berisiko menjadi bentuk kezaliman yang ditolak oleh

syariat.%!

a) Definisi dan Bahaya Zalim dalam Hukum Islam

Secara terminologis, zulm berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya
(Amn3e jie el &a3), baik dengan melampaui batas, merampas hak, atau bersikap
tidak proporsional. Dalam konteks peradilan pidana, zulm bisa terjadi ketika seorang
pelaku tetap dijatuhi atau dipertahankan hukumannya secara penuh, padahal ia telah
menunjukkan perubahan moral dan komitmen rehabilitatif yang kuat. Al-Qur’an
secara tegas melarang segala bentuk kezaliman. (QS. Al-Ma'idah [5]: 8)

220 ) 8155 580 Gofl 5h Tshae P stas VT Jle 38 Bl K 205
Terjemahnya:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa."*%?

O 3allag g ) B0 U Gtk Y b &y
Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi
manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri."103
(QS. Yunus [10]: 44)

101Fikri, ‘Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology
Islamic Law in the Qur’an’, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 16.2
(2016), h,25.

102Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.108

193Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.214
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Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa keadilan adalah nilai absolut yang tidak boleh
dikompromikan, bahkan terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan. Maka,
jika sistem pemidanaan tidak membuka peluang bagi evaluasi dan pengurangan
hukuman yang adil, maka potensi terjadinya zulm sangat besar.

b) Pengurangan masa tahanansebagai Instrumen Pencegahan Dzalim

Dalam sistem pemasyarakatan modern, termasuk di Indonesia, pemberian
pengurangan masa tahananmerupakan bentuk evaluasi terhadap perjalanan
pembinaan narapidana selama menjalani hukuman. Islam, yang sangat menekankan
pentingnya niat, amal, dan taubat, juga mengakui bahwa seseorang dapat berubah,

dan perubahan tersebut harus mendapat respons hukum yang setara dan adil.%

Jika seorang narapidana menunjukkan partisipasi aktif dalam pembinaan,
kedisiplinan, pertobatan yang tulus, dan komitmen untuk memperbaiki diri, namun
negara tetap menerapkan hukuman maksimal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor
tersebut, maka hal ini bertentangan dengan prinsip ‘adl dan bisa tergolong sebagai
bentuk kezaliman struktural. Maka, pemberian pengurangan masa tahanandengan
syarat-syarat objektif justru merupakan bentuk korektif terhadap sistem pidana yang

rigid dan tidak manusiawi.'%®

c) Kezaliman dalam Penegakan Hukum yang Kaku

Islam sangat menentang rigiditas dalam penegakan hukum tanpa
mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan spiritual pelaku. Dalam magasid
al-syari‘ah, salah satu tujuannya adalah #Zifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al- ‘aql

(menjaga akal). Maka, jika hukuman dijalankan semata-mata untuk membalas

1%4Hanafi Hanafi, ‘Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem
Pemasyarakatan Di Indonesia’, Al-Ad! : Jurnal Hukum, 15.2 (2023),h, 38 <https://doi.org/10.31602/al-
adl.v15i2.7286>.

1%Hanafi Hanafi, ‘Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem
Pemasyarakatan Di Indonesia’, Al-Adl : Jurnal Hukum, 15.2 (2023),h,53.



74

kejahatan tanpa mempertimbangkan potensi rehabilitasi, maka ini bertentangan

dengan nilai-nilai luhur tersebut.10®

Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam [/‘lam al-Muwaqqi‘in menegaskan
bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku dan menutup pintu terhadap kebijaksanaan.

la menyatakan:

"Di mana pun ditemukan maslahat (kemaslahatan), di situlah syariat Allah

berada."

Artinya, syariat harus diterapkan dalam semangat keadilan substantif, bukan
semata-mata dalam bentuk teks dan sanksi. Dengan demikian, pengurangan masa
tahananyang diberikan berdasarkan penilaian objektif terhadap perubahan narapidana
merupakan bentuk penerapan prinsip al-tahaqquq al- ‘adl (realisasi keadilan), bukan

sekadar formalitas hukum.°7

9) Menjaga Keseimbangan antara ‘Ad/ dan Raszmah

Dalam Islam, keadilan (‘adl) dan kasih sayang (rahmah) tidak berdiri sebagai
nilai yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukuman yang terlalu
berat tanpa mempertimbangkan kemajuan moral narapidana dapat melukai dimensi
rahmat, sementara hukuman yang dilonggarkan tanpa dasar yang jelas dapat

mencederai keadilan. Maka, pengurangan masa tahananyang diberikan dengan

1%6\Mohammad Hashim Kamali, ‘Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference
to  Post-Conflict Justice’, Islam and Civilisational Renewal, 6.4 (2015), h,47
<https://doi.org/10.12816/0019215>.

10"Mohammad Hashim Kamali, ‘Amnesty and Pardon in Islamic Law with Special Reference
to Post-Conflict Justice’, Islam and Civilisational Renewal, 6.4 (2015),h,32.
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kriteria yang ketat dan rasional adalah bentuk titik temu antara dua nilai agung ini,

sekaligus menghindari kezaliman dalam implementasi hukum.08

D. Integrasi Nilai Islam Dalam Sistem Pengurangan Masa Tahanan Menyatukan

Instrumen Hukum Positif Dan Etika Syariah

Meskipun pengurangan masa tahananmerupakan kebijakan yang berasal dari
sistem hukum positif negara modern, dalam perspektif normatif Islam, kebijakan ini
tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Bahkan, dalam banyak hal,
prinsip-prinsip yang melandasi sistem pengurangan masa tahananjustru
bersinggungan erat dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam, khususnya
dalam aspek keadilan, pembinaan moral, pertobatan, dan reintegrasi sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan yang mengadopsi mekanisme
pengurangan masa tahanansecara substansial dapat menjadi sarana aktualisasi nilai-
nilai taubah (pertobatan), is/ah (perbaikan), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana

ditekankan dalam Islam.

1) Pembinaan Moral dan Spiritualitas sebagai Sarana Perubahan Sikap

Islam secara eksplisit mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang
dinamis dan memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Prinsip ini sejalan
dengan kebijakan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan untuk
mendorong perubahan perilaku narapidana melalui pendekatan moral dan spiritual.
Dalam konteks ini, pengurangan masa tahananmenjadi bentuk pengakuan negara
terhadap keberhasilan proses pembinaan tersebut, bukan hanya sebagai bentuk

penghargaan administratif, melainkan sebagai penguatan terhadap nilai-nilai Islam

1%8]gbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Reformasi Maqgashid Al-Syariah

Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara’, Al-’Adalah, 15.1
(2018),h.18.
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yang mendorong penyucian jiwa (tazkiyat al-nafs) dan perbaikan karakter (islah al-
akhlaq).'® Konsep ini selaras dengan firman Allah. (QS. Ar-Ra‘d [13]: 11)

fendil L 15000 A o L B Y 0 )
Terjemahnya :

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."'*0

Ayat ini mengandung makna bahwa perubahan sosial dan hukum harus
didasarkan pada perubahan internal manusia. Maka, memberikan pengurangan masa
tahanankepada narapidana yang telah menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki
diri merupakan bentuk implementasi keadilan yang berbasis pada transformasi moral

individu.tt
2) Insentif bagi Taubat dan Perbaikan Diri

Pengurangan masa tahanandapat dipahami sebagai bentuk insentif hukum
terhadap perilaku taubat, yaitu perubahan sikap dan penyesalan mendalam atas
kesalahan yang telah dilakukan. Dalam Islam, taubah nasiiha (taubat yang tulus)
memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dijanjikan ampunan oleh Allah SWT,
sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tahrim [66]: 8

109 Igbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Reformasi Maqashid Al-Syariah
Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara’, Al-’Adalah, 15.1
(2018),h.19.

110 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.250

M]gbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Reformasi Magéashid Al-Syariah
Dan Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara’, Al-’Adalah, 15.1
(2018),h.19.
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Lpailgd 0155 ol @l
Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat

yang sebenar-benarnya..."!1?

Pemberian pengurangan masa tahanankepada narapidana yang menunjukkan
taubat secara nyata mencerminkan prinsip reward-based justice (keadilan berbasis
penghargaan), yang menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai dasar
pengurangan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai niat dan
usaha seseorang untuk kembali ke jalan yang benar, dan pengurangan masa
tahananmenjadi manifestasi konkret dari penghargaan tersebut dalam sistem hukum

positif.113
3) Mengurangi Tekanan Psikologis dan Memberi Harapan Masa Depan

Salah satu aspek penting dari pemberian pengurangan masa tahananadalah
dampaknya terhadap kondisi psikologis narapidana. Dalam banyak studi kriminologi
dan psikologi forensik, narapidana yang memiliki harapan akan kebebasan lebih
cepat, cenderung menunjukkan sikap yang lebih kooperatif, proaktif dalam
mengikuti program pembinaan, serta lebih stabil secara emosional. Dalam pandangan
Islam, menjaga kondisi jiwa dan psikologis termasuk bagian dari #kifz al-nafs
(perlindungan jiwa), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (magasid al-

syart‘ah).

112Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah.( Unit Percetakan Al Quran, JI Raya
Puncak Km 65, Ciawi-Bogor.2019),h.561

13Yunita Yunita, Rina Antasari, and Armasito Armasito, ‘Pengaturan Pembebasan Bersyarat
Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di INDONESIA Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, Ta zir: Jurnal Hukum Pidana, 7.2
(2023),h. 11
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Dengan memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui
mekanisme remisi, negara telah menempuh jalan yang sejalan dengan prinsip Islam
dalam memperlakukan pelaku kejahatan secara manusiawi, tanpa mengabaikan nilai

pertanggungjawaban.'4
4) Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi sebagai Tujuan Bersama

Sistem pengurangan masa tahananjuga memiliki fungsi strategis dalam
memfasilitasi reintegrasi sosial mantan narapidana. Islam tidak menghendaki adanya
pengucilan permanen terhadap pelaku kejahatan yang telah menjalani masa
hukumannya. Sebaliknya, mereka didorong untuk kembali menjadi anggota
masyarakat yang produktif dan bermartabat. Hal ini senada dengan sabda Nabi

Muhammad saw.

"Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang
bertaubat."”
(HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini tidak hanya memberikan motivasi bagi individu yang melakukan
kesalahan, tetapi juga membentuk paradigma sosial bahwa pintu kembali kepada
masyarakat harus tetap terbuka. Dalam konteks ini, pengurangan masa tahananbukan
sekadar pengurangan waktu pidana, tetapi jembatan menuju pemulihan hubungan

sosial dan kultural antara narapidana dan lingkungannya.t®

H4Adi Syaputra Sirait, ‘Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Magasid
As-Syari’Ah’, Jurnal EI-Qanuniy: Jurnal llmu-IImu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4.1 (2018),h.27

15Suparno, Rusli, and Ia Hidaya, ‘A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of
Islamic Law in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah’s Responses to Corruption Cases’,
Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 24.2 (2024), 22 <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>.
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5) Penguranan masa tahanansebagai Dimensi Keadilan Moral dan Sosial

Akhirnya, pengurangan masa tahananperlu dilihat bukan semata sebagai
kebijakan administratif atau yuridis, tetapi sebagai instrumen keadilan yang
mengandung dimensi moral dan sosial. Dalam fikih jinayah, keadilan tidak hanya
dilihat dari perspektif penghukuman, tetapi juga dari perspektif za 'dib (pembinaan),
ta’zir (hukuman yang mendidik), dan is/ah (rekonsiliasi dan perbaikan). Negara yang
memberikan ruang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan memperoleh
pengurangan hukuman dengan syarat-syarat tertentu telah mengimplementasikan

prinsip-prinsip Islam secara fungsional dalam kerangka hukum modern.*

116]gbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, ‘Kebijakan Reformasi Maqashid Al-Syarfah Dan
Kontribusinya Dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara’, Al-’Adalah, 15.1 (2018),h.18.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lapas Kelas 1A Kota Parepare
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Parepare merupakan salah satu unit

pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan kajian dokumen dan
peraturan terkait, Lapas ini berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana yang
bertujuan membentuk kembali perilaku dan kepribadian warga binaan agar dapat
berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. Lapas
Kelas I1A Parepare secara administratif berlokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan,
yang menjadi wilayah rawan tingginya kasus narkotika.’

Analisis data sekunder dari laporan resmi dan sumber pustaka lain
menunjukkan bahwa mayoritas narapidana yang menghuni Lapas Kelas I1A Parepare
berasal dari tindak pidana narkotika. Kondisi ini merefleksikan tingginya angka
kriminalitas terkait narkoba di Sulawesi Selatan dan menandakan tantangan besar bagi
pihak lapas dalam melaksanakan pembinaan serta rehabilitasi. Literatur yang dipelajari
menegaskan bahwa dominasi kasus narkotika memerlukan pendekatan pembinaan
yang khusus, mengingat kompleksitas masalah kecanduan dan perilaku sosial yang
menyertai.

Dalam kajian terhadap regulasi dan pedoman pemasyarakatan, Lapas Kelas I1A
Parepare menerapkan sistem pembinaan yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terutama
dilakukan melalui program kerohanian yang meliputi pembelajaran Al-Qur’an,
pelatihan salat berjamaah, pengajian rutin, dan kajian keislaman sebagai bagian dari
pembentukan nilai moral dan spiritual. Sedangkan pembinaan kemandirian fokus pada
pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan narapidana
agar dapat menjadi modal ketika kembali ke masyarakat.'*®

117 _aporan Tahunan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM”, 2025.
118] aporan Tahunan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM’, 2025.
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Berdasarkan tinjauan pustaka, pembinaan kerohanian tersebut tidak hanya
berfungsi sebagai sarana rehabilitasi moral, melainkan juga sebagai salah satu tolok
ukur dalam penilaian pemberian pengurangan masa tahanankepada narapidana,
khususnya kasus narkotika. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan
tentang pengurangan masa tahananyang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan
perilaku positif sebagai syarat mendapatkan pengurangan masa pidana. Studi pustaka
ini menegaskan pentingnya pembinaan kerohanian dalam rangka mendukung proses
reintegrasi sosial dan menekan angka residivisme.

Dengan demikian, hasil kajian pustaka ini menggambarkan bahwa Lapas Kelas
IIA Parepare menjalankan fungsi pemasyarakatan secara komprehensif dengan
memadukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Keberhasilan program-program
tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, sarana prasarana, dan
dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Lembaga ini tidak hanya menjadi
tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga pusat pembinaan yang berorientasi pada
pemulihan sosial narapidana.

. Implementasi Pengurangan Masa Tahanan Di Lapas Kelas I1A Parepare

Implementasi pemberian pengurangan masa tahanandi Lapas Kelas I1A
Parepare dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur sistem
pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terbaru yang mengatur tentang
pengurangan masa tahanandan integrasi, pemberian pengurangan masa tahanan
menjadi salah satu hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai
bentuk penghargaan atas perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa
tahanan(Kemenkumham, 2020; UU Pemasyarakatan, 1995; PP No. 99/2012).

Pemberian pengurangan masa tahanandi Lapas Kelas 1A Parepare terbagi
menjadi dua jenis utama, yakni Pengurangan masa tahananUmum (RU) dan

Pengurangan masa tahananKhusus (RK). Pengurangan masa tahananUmum biasanya
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diberikan pada momen-momen nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia, sedangkan Pengurangan masa tahananKhusus diberikan pada hari besar
keagamaan yang diperingati oleh warga binaan, seperti Idul Fitri bagi umat Islam,
Natal bagi umat Kristiani, dan Nyepi bagi umat Hindu (Permenkumham No. 3/2020).
Pembagian jenis pengurangan masa tahananini menunjukkan bahwa pemberian hak
tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan
keberagaman budaya dan agama warga binaan sebagai bagian dari pendekatan
pembinaan yang humanis.

Data laporan tahunan Lapas Kelas 1A Parepare tahun 2024 menunjukkan
bahwa sebanyak 379 narapidana telah menerima Pengurangan masa tahananUmum,
termasuk sejumlah besar narapidana yang tersangkut kasus narkotika. Proses
pemberian pengurangan masa tahananini dilakukan melalui sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP), yang memiliki tugas untuk menilai kelayakan penerima
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti catatan perilaku, keaktifan dalam
program pembinaan, dan tidak terlibat pelanggaran disiplin selama menjalani pidana
(Ditjen PAS, 2024). Metode verifikasi ini memastikan bahwa pengurangan masa
tahananmenjadi insentif yang adil dan tepat sasaran, sekaligus memotivasi narapidana
untuk memperbaiki diri.

Temuan penting dari studi pustaka ini mengindikasikan bahwa mayoritas
narapidana narkotika yang memperoleh pengurangan masa tahananadalah mereka yang
aktif mengikuti program pembinaan spiritual dan keagamaan di lapas. Aktivitas seperti
pembelajaran Al-Qur’an, salat berjamaah, dan pengajian rutin menjadi instrumen yang
efektif dalam membentuk moral dan sikap positif narapidana, sehingga berdampak
langsung pada penilaian kelayakan remisi. Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan
kerohanian sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi sosial dan strategi
pengurangan residivisme.

Secara keseluruhan, implementasi pemberian pengurangan masa tahanandi

Lapas Kelas IIA Parepare menunjukkan sinergi antara aspek legal formal dan



83

pendekatan pembinaan berbasis moral dan spiritual. Dengan demikian, pengurangan
masa tahanantidak hanya menjadi hak narapidana secara normatif, tetapi juga
merupakan penghargaan atas perubahan perilaku yang nyata, yang diharapkan mampu
mendukung proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tentunya
bergantung pada konsistensi pelaksanaan evaluasi dan dukungan program pembinaan

yang menyeluruh dari seluruh elemen lapas.

. Pemberian Pengurangan Masa Tahanan Bagi Narapidana Narkotika di Lapas
Kelas I1A Kota Parepare dalam Perspektif Keadilan Fikih jinayah

pengurangan masa tahanan bagi narapidana narkotika merupakan salah satu
kebijakan penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Di Lapas Kelas II1A Kota
Parepare, kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan indikator-indikator
objektif seperti catatan perilaku narapidana, keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan,
dan tidak adanya pelanggaran selama menjalani hukuman. Secara normatif, dasar
hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
serta berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM vyang terus disesuaikan dengan
kebutuhan reformasi pemasyarakatan.

Pengurangan masa tahanan dapat diposisikan dalam kerangka ta zir, yakni jenis
hukuman yang bisa diringankan atau bahkan dihapuskan apabila pelaku menunjukkan
taubat, penyesalan, dan kesungguhan memperbaiki diri. Ini sesuai dengan prinsip-
prinsip islah (perbaikan) dan tarbiyah (pendidikan) yang menjadi tujuan hukum pidana
Islam selain zajr (penjeraan). Oleh karena itu, jika narapidana narkotika di Lapas
Parepare terbukti aktif dalam kegiatan pembinaan kepribadian, seperti mengikuti
pengajian, shalat berjamaah, dan pelatihan kerohanian, maka secara syar’i ia layak
menerima pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas usaha
perbaikannya.

Bukti data dari laporan tahunan Lapas Parepare menunjukkan bahwa mayoritas

narapidana yang menerima pengurangan masa tahanan adalah mereka yang mengikuti
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program pembinaan rohani secara rutin. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan
spiritual efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moral dan religius, yang secara
tidak langsung mendukung upaya reintegrasi sosial narapidana. Dalam kerangka fikih,
hal ini sejalan dengan ayat-ayat yang menekankan pentingnya taubat nasuha (taubat
yang sungguh-sungguh) sebagai syarat pengampunan dosa dan perubahan nasib
seseorang.

prinsip rahmah (kasih sayang) yang menjadi salah satu landasan dalam hukum
Islam juga mendukung adanya keringanan hukuman bagi narapidana yang
menunjukkan perubahan. Dalam konsep ta zir, penguasa memiliki wewenang untuk
menyesuaikan jenis dan berat hukuman berdasarkan konteks dan kondisi pelaku,
selama tidak bertentangan dengan syariat (Al-Syatibi, Al-Muwafagat). Maka, dalam
konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya Muslim,
kebijakan pengurangan masa tahananyang memperhatikan aspek pembinaan spiritual
dan moral dapat dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai Islam dalam sistem
hukum nasional.

Perlu juga dipahami bahwa pemberian pengurangan masa tahananbukan bentuk
impunitas atau pengabaian terhadap kejahatan yang dilakukan, melainkan manifestasi
dari sistem pembinaan progresif yang bertujuan untuk memanusiakan narapidana.
Dalam perspektif fikih jinayah, hal ini tidak hanya sah secara syar’i, tetapi juga sangat
dianjurkan sebagai bagian dari maqasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika narapidana yang telah
menunjukkan perubahan tidak diberi penghargaan melalui remisi, maka dikhawatirkan
tujuan pembinaan akan gagal, dan narapidana akan kembali pada lingkungan dan
perilaku lama setelah bebas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa
tahanankepada narapidana narkotika di Lapas Kelas Il1A Parepare, sejauh dilakukan
secara selektif dan berdasarkan pertimbangan objektif atas perubahan perilaku,

merupakan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fikih jinayah.
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Ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fikih Islam memiliki titik temu

dalam aspek rehabilitatif, korektif, dan humanistik dalam penegakan hukum.

Tabel Pengurangan Masa tahananDi Lapas Kelas I1A Parepare!®®

Tahun | Jenis Tanggal | Jumlah Kasus Langsung | Keterangan
Remisi Penerima | Narkotika | Bebas

2019 | Umum |17 233 233 - Dari 528 napi
(HUT | Agustus narkotika, 233
RI) dapat remisi

2020 | Umum | 17 268 268 - Dari 637 napi
(HUT | Agustus narkotika, 268
RI) dapat remisi

2024 | Khusus | 11 Maret | 8 7 - 1 napi kasus
(Nyepi) pembunuhan

2024 | Khusus | 10 April | Tidak Tidak 1 Pengurangan
(Idul disebutkan | disebutkan masa
Fitri) tahananlangsung

bebas

2024 | Khusus | 25 10 Tidak - 1 orang dapat 2

(Natal) | Desember disebutkan bulan, lainnya
bervariasi

2024 | Umum | 17 379 Tidak 2 377 RU-I, 2
(HUT | Agustus disebutkan RU-II langsung
RI) bebas

119] aporan Tahunan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM’, 2025.
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SHOLAT IDUL FITRI 1445 H

DAN

PENYERAHAN REMISI KHUSUS BAGI NARAPIDANA
D”*" 9ENGUF _'GAN MASA PIDANA KHUSUS BA!__ NAK BINAAN
AR R DULFITRI ks HIJRIAAS
D ¥

ELAS lIA Fat®
3 J

Lapas I1A Parepare telah melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H dengan
Imam dan Khotib Ustad Ismail dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dibacakan oleh Kepala Lapas 1A
Parepare Totok Budiyanto kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK Menteri
Hukum dan HAM RI Tentang Pengurangan masa tahananKhusus Hari Raya kepada
Narapidana dan Anak Didik.

Diteruskan oleh Kepala Sub Seksi Registrasi Mursahid membacakan perolehan
SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengurangan masa tahananKhusus Hari
Raya Idul Fitri 1445 H dihadapan warga binaan.

Dasar pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-
UM.04.02-13 Tanggal 03 April 2024 Perihal Acara Pemberian Pengurangan masa
tahananKhusus dan Pengurangan Masa tahananKhusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H
Tahun 2024 bagi Narapidana Dan Anak Binaan.

Bidang Intelijen Kejati Sulsel Beserta Kasi Intel Se-Sulsel Ikuti Sosialisasi
Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

Lapas Pangkajene Gelar Sidak Kamar Hunian, Pastikan Kamtib Tetap Terjaga
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Pemberian Pengurangan masa tahananatau pengurangan masa tahananyang
diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat administratif maupun
substantif sebagai mana telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan, serta Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Pengurangan masa tahananini diharapkan sebagai stimulus bagi Warga Binaan
untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan dan bimbingan
yang diselenggarakan Lapas Kelas I1A Parepare. Juga mempercepat proses reintegrasi
sosial dan secara psikologis pemberian pengurangan masa tahananmembantu menekan
tingkat frustasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di
Lapas,” kata Totok.

Adapun jumlah keseluruhan Narapidana dan Anak Didik Lapas IIA Parepare
yang memperoleh Pengurangan masa tahananKhusus Hari Raya Idhul Fitri 1445 H
sebanyak 370 Orang berdasarkan SK Menkumham RI Nomor PAS-600.PK.05.04
Tahun 2024 Tentang Pemberian Pengurangan masa tahananKhusus (RK) Idul Fitri
1445 H Tahun 2024 dan Pengurangan Masa tahananPengurangan masa tahananKhusus
(RK) Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 Menkumham RI dengan rincian masing-masing
Pengurangan masa tahananKhusus | (RK ) berjumlah 369 orang dan Pengurangan
masa tahananKhusus Il (RK I1) langsung bebas berjumlah 1 Orang bernama Risnah
Alias Innah Binti H. Abu.

Data Perolehan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Raya berdasarkan jenis
Tindak Pidana yakni Kasus Korupsi 2 Orang, Narkotika 282 Orang, Human
Trafficking 1 Orang, Informasi Dan Transaksi Elektronik 3 Orang, Kesusilaan 1 Orang,
Pelanggaran Lalu Lintas 1 Orang, Pembunuhan 8 Orang, Pencurian 14 Orang,
Penganiayaan 5 Orang, Penggelapan 4 Orang, Penipuan 2 Orang, Perampokan 1 Orang,
Perlindungan Anak 46 Orang.

Data Perolehan Pengurangan masa tahananKhusus Hari Raya berdasarkan
klasifikasi Usia dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut : Narapidana Dewasa Laki-
laki sebanyak 367 Orang, dan Narapidana Dewasa Perempuan sebanyak 3 Orang.
Narapidana Anak tidak ada.

Kegiatan akan dilanjutkan dengan pelayanan kunjungan keluarga secara tatap
muka sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-356.PK.08.05 Tahun 2024 Tanggal 28
Februari 2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Kegiatan Bulan Suci
Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H / 2024 M.
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Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mendapatkan kunjungan
keluarga diberikan layanan kunjungan keluarga secara virtual. Pelaksanaan layanan
kunjungan keluarga dibuka mulai tanggal 10 sd 13 April 2024.

Seluruh pelaksanaan kegiatan Sholat Idul Fitri 01 Syawal 1445 H Dilanjutkan
Dengan Penyerahan SK Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pengurangan masa
tahananKhusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H Kepada Narapidana Dan Anak Didik Lapas
IIA Parepare berjalan lancar tertib aman dan terkendali serta tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Kepala Lapas 1A Parepare mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pejabat
Struktural Eselon 1V, V beserta jajarannya serta Komandan Regu pengamanan beserta
jajaran yang telah bekerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas sehingga pelaksanaan
kegiatan berjalan lancar dan tertib.

Selanjutnya tetap berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pembinaan dan bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan
pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Lapas IIA Parepare.'?

120Sumber berita https://kedai-berita.com/2024/04/10/remisi-khusus-idul-fitri-1-orang-wbp-
lapas-parepare-dinyatakan-bebas



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengurangan masa tahanan terhadap
narapidana narkotika dalam perspektif fikih jinayah dengan studi kasus di Lapas
Kelas 1A Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan
masa tahanan kepada narapidana, khususnya dalam kasus narkotika, telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menetapkan persyaratan tambahan,
termasuk di antaranya status sebagai justice collaborator. Meski telah diatur
secara sistematis, implementasi kebijakan pengurangan masa tahananmasih
menghadapi sejumlah hambatan, seperti kesulitan dalam mendapatkan
pengakuan sebagai justice collaborator, kondisi lembaga pemasyarakatan yang
kelebihan kapasitas, serta keterbatasan dalam aspek administratif dan
pengawasan.

2. Dalam pandangan fikih jinayah, pengurangan masa tahanan dapat dibenarkan
secara syar‘i apabila diberikan atas dasar pertobatan yang tulus, perubahan
perilaku yang nyata, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.
Konsep-konsep seperti takfif al-‘ugibah (keringanan hukuman), al-‘afwu
(pengampunan), serta is/ah (perbaikan diri) menjadi dasar utama dalam menilai
keabsahan dan keadilan dari pengurangan masa tahanan menurut hukum Islam.
Dengan demikian, pengurangan masa tahananbukan hanya merupakan
instrumen administratif dalam sistem hukum positif, tetapi juga dapat dimaknai
sebagai wujud penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam kerangka syariat
Islam, sejauh tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dari

dampak kejahatan narkotika.
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B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, disarankan agar
pihak Lapas Kelas IIA Parepare serta instansi pemasyarakatan lainnya
meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan penilaian narapidana secara
objektif, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan. Pemberian pengurangan
masa tahananhendaknya tidak hanya dilihat sebagai bentuk pemenuhan hak
administratif, tetapi juga sebagai insentif bagi narapidana yang menunjukkan

komitmen untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang mengatur
pemberian pengurangan masa pidana, terutama terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif dan tetap menjamin
rasa keadilan bagi semua pihak. Ketentuan seperti syarat menjadi justice
collaborator sebaiknya dikaji ulang agar lebih aplikatif dan tidak menjadi
penghalang bagi narapidana yang telah benar-benar bertobat dan menunjukkan

perubahan.

Bagi kalangan akademisi dan pengkaji hukum Islam, penting untuk terus
mengembangkan pendekatan fikih jinayah yang adaptif dan kontekstual terhadap
tantangan hukum modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam fikih jinayah, seperti
keadilan, pengampunan, dan pembinaan, dapat menjadi fondasi yang kuat dalam
merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada
reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi narapidana itu sendiri, pengurangan masa
tahananharus dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi diri,
memperbaiki akhlak dan moral, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali ke

masyarakat dengan lebih baik dan bermartabat.
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